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“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Sebaik-baik kalian adalah

vang paling baik terhadap perempuannya (istrinya)” (H.R. Ibnu Majah No. 1978)



ABSTRAK

Fauzi, Ahmad Nur, 2024, “Diversifikasi Shibhu Al-’Iddah Dalam Perspektif
Qirda’ah Mubadalah.” Tesis Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah Program
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Dr. Jamilah, MA.

Kata Kunci: ’Iddah, Shibhu Al-"Iddah, Qira’ah Mubadalah.

Persoalan “iddah masih menjadi problematika yang belum selesai di Indonesia. Hal
ini dibuktikan dengan terbitnya Surat Edaran Bimas Dirjen No. P-005/ DJ.
III/HK.00.7/10/2021, surat edaran tersebut menjelaskan perkawinan yang
dilangsungkan dalam masa ’iddah istri tanpa sepengetahuan istri dan keluarga istri
sama halnya dengan penyeludupan hukum yaitu poligami terselubung, sehingga
dari aturan ini memunculkan anjuran pemberlakuan Shibhu Al-’Iddah untuk laki-
laki pasca perceraian. Namun, dengan terbitnya aturan tersebut justru menimbulkan
perdebatan dan pro kontra oleh para pakar hukum di Indonesia. Studi ini bertujuan
agar dapat mengetahui (1) Bagaimana diversifikasi shibhu al- iddah menurut ulama
dan (2) Bagaimana shibhu al-’iddah laki-laki yang ditinjau dari perspektif gira’ah
mubadalah gagasan Faqihuddin Abdul Kodir.

Jenis penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian normatif atau disebut juga
penelitian kepustakaan (/ibrary research). Dalam konteks penelitian ini digunakan
pendekatan penelitian filosofis (philosophy approach) dan Pendekatan konseptual
(conceptual approach). Pada penelitian ini juga menggunakan pisau analisis
qira’ah mubadalah.

Hasil penelitian ini 1) Ulama fikih bersepakat terdapat ‘iddah bagi laki-laki dalam
dua kondisi, jika suami ingin menikah dengan kerabat istri se-mahram, menikah
kepada istri kelima setelah cerai dengan istri keempat. 2) Terdapat diversifikasi
shibhu al-’iddah menurut ulama empat madzhab dan ulama kontemporer terhadap
penyebutan dua kondisi diatas, Pendapat ulama Hanafiyah seperti yang dikutip
Abdurrahman Al-jaziri keadaan tersebut bukanlah ’iddah bagi laki-laki, masa
tunggu tersebut tetap merupakan masa ’‘iddah bagi perempuan, menurut ulama
Malikiyah dan Syafi’iyah terdapat waktu tunggu bagi laki-laki, sebagaimana yang
dikutib oleh Abu Bakar al-Dimyati dan Muhammad al-Shatiri dalam kitabnya,
menurut Wahbah dan Hanafiyah dua kondisi ini bukan merupakan “iddah bagi laki-
laki, tapi merupakan waktu tunggu karena ada larangan agama (mani’ shar’i). 3)
‘iddah menurut mubadalah memiliki makna lain, bukan hanya untuk mengetahui
kesucian rahim, tapi juga memiliki makna refleksi dan memberikan waktu berfikir,
sekaligus memberi kesempatan lebih utama dan lebih mudah agar pasangan bisa

kembali, maka tentu saja dengan cara pandang mubddalah ini dapat diterapkan
anjuran shibhu al-"iddah bagi laki-laki.
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ABSTRACT
Fauzi, Ahmad Nur, 2024, “Diversifikasi Shibhu Al-’Iddah In The Qird’ah
Mubadalah Perspective.” Al Ahwal Al Syakhsiyyah Study Program Thesis,
Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.
Supervisor: (1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Dr. Jamilah, MA.

Kata Kunci: 'Iddah, Shibhu Al-’Iddah, Qira’ah Mubdadalah.

The issue of 'Iddah is still an unresolved problem in Indonesia. This is evidenced
by the issuance of the Directorate General's Guidance Circular Letter No. P-005/DJ.
ITI/HK.00.7/10/2021, the circular explains that marriages that take place during the
"iddah period of the wife without the knowledge of the wife and the wife's family
are the same as legal smuggling, namely covert polygamy, so that from this
regulation comes the recommendation to enforce Shibhu Al-’Iddah for men after
divorce. However, the issuance of the regulation has actually caused debate and
pros and cons by legal experts in Indonesia. This study aims to find out (1) how to
diversify Shibhu Al-’Iddah according to scholars and (2) how is Shibhu Al-’Iddah
which is reviewed from the perspective of gird'ah mubddalah the idea of
Faqihuddin Abdul Kodir.

This type of research is a type of normative research or also called library research.
In the context of this research, a philosophy approach and a conceptual approach
are used. In this study, the gira'ah mubdadalah analysis knife was also used.

Results of this study: 1) Figh scholars agree that there is 'iddah for men in two
conditions: when a husband wants to marry a woman who is a relative of his wife
(mahram), or when he marries a fifth wife after divorcing his fourth wife. 2) There
is diversification in the concept of shibhu al- ‘iddah according to the scholars of the
four madzhabs and contemporary scholars concerning the two conditions
mentioned above. The Hanafi scholars, as quoted by Abdurrahman al-Jaziri, argue
that this situation is not considered iddah for men; however, the waiting period
remains an ‘iddah for the woman. According to the Maliki and Shafi’i scholars,
there is a waiting period for men, as mentioned by Abu Bakr al-Dimyati and
Muhammad al-Shatiri in their books. According to Wahbah and Hanafi scholars,
these two conditions are not considered iddah for men, but rather a waiting period
due to a religious prohibition (mani' shar'i). 3) Iddah, according to the mubddalah
concept, has a different meaning; it is not just about determining the purity of the
womb, but also has a reflective meaning and provides a time for thought. It also
offers a greater opportunity for the couple to reconcile. Therefore, from this
perspective, shibhu al- ‘iddah for men can certainly be applied.

Vii
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TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang adalah menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika sebagai

berikut:
Tabel 1 Trasliterasi
Arab Indonesia Arab Indonesia
| ‘ b t
- B L z
o T ¢ ’
& Th ¢ gh
z J < f
C H © q
& Kh 3 k
> D J I
> Dh ¢ m
B R © n
J z 3 w
o S » h
o Sh s !
? S 3 y
P D

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan
menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, Tdan @ (s¢s¢'), seperti contoh
&L menjadi mani’. Bunyi hidup dobel Arab (Tasdid) ditransliterasikan dengan

menggabung dua huruf “ass” seperti pada kata O3 menjadi mufassirin dan

Vi



“idd” seperti 3= menjadi ‘iddah. Kata yang berakhiran ta’ marbitah % dan
berfungsi sebagai sifat atau muddf ilayh ditransliterasikan dengan “ah” contoh pada
kata shibhu al-’iddah dari 33 4.4 sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf

ditransliterasikan dengan “at” contoh pada kata fi rohmatillah dari kata 4 ie 5 4,

Vii



BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam keadaan tertentu sebuah perkawinan terkadang menemui
beberapa tantangan yang dapat mengakibatkan terjadinya putusnya
perkawinan, karena akan berdampak jika pernikahan tersebut masih tetap
dilanjutkan.! Laporan Statistik Indonesia 2024 juga menyoroti angka
perceraian di Indonesia selama tiga tahun terakhir mencapai 400.000 lebih
pasangan cerai setiap tahunnya. Berikut angka perceraian di Indonesia dalam
kurun waktu tiga tahun terakhir:?

Tabel 1.2 Jumlah Perceraian di Indonesia Tiga Tahun Terakhir

No Tahun Angka Perceraian
1 2021 447.743
2 2022 516.344
3 2023 463.654

Sumber : Katadata.co.id
Meskipun angka perceraian sempat mengalami penurunan pada tahun
2023, tapi jumlah perceraian secara umum masih tinggi. Dari data kasus
perceraian yang kompleks itu, persoalan ‘iddah menjadi perlu dikaji ulang.

Hal ini di karenakan, akibat dari perceraian mengharuskan adanya

! Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Figh Munakahat Dan Undang-
Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), 190.

2 Cindy Mutia Annur, “Kasus Perceraian di Indonesia Turun pada 2023, Pertama sejak Pandemi”,
databook.katadata, 29 februari 2024, diakses 23 mei 2024,
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-
2023-pertama-sejak-pandemi



https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi

pemberlakuan ’iddah, oleh karena itu mengakibatkan adanya pemberlakuan
iddah, baik ’iddah karena perceraian atau kematian.?

Dalam kalangan masyarakat secara luas mengenal status hukum
‘iddah berlaku untuk pasangan perempuan saja, karena ’iddah dalam fikih
memiliki makna masa tunggu yang dilakukan oleh seorang perempuan untuk
mengetahui kekosongan rahimnya.* Seiring dengan perkembangan sosial
yang ada di masyarakat Indonesia, para pakar hukum Indonesia meninjau
kembali hukum asal ‘iddah, oleh karena itu pengertian ’iddah telah
mengalami perubahan, sehingga ’iddah tidak hanya diperuntukkan bagi
perempuan namun juga berlaku untuk laki-laki.

Berangkat dari literatur yang ditulis oleh hakim Pengadilan Agama
Marabahan, jika seorang suami atau laki-laki mentalak istri dengan talak raj i,
sedangkan masa ’iddah istri masih berlangsung, kemudian suami atau laki-
laki tersebut melangsungkan perkawinan baru dengan perempuan lain, tanpa
sepengetahuan istri dan keluarga, kemudian kembali merujuk istrinya
sebelum masa ’‘iddah istri selesai, hal ini tentu akan menimbulkan
penyelundupan hukum yaitu poligami liar.® Artinya perkawinan laki-laki
yang dilangsungkan ketika masih dalam masa ’iddah istri, dan tanpa
sepengetahuan istri dan keluarganya tentu akan merugikan pihak perempuan,

baik pada istri yang suami rujuk, maupun pada istri yang baru dinikahi.

% Husein bin ‘Auda al-’Awaysyah, Al-Mausu’ah al-Fighiyah al- Muyassarah, jilid V. (Beirut: Dar
Ibn Hazm, 1425), 383.

4 Husnul Khitam, “Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam,” Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis
Islam 12, no. 2, hal. 195, (December 1, 2020), https://doi.org/10.14421/AZZARQA.V1212.2187.

5 Fitriyadi, (Hakim Pengadilan Agama di Marabahan sejak Agustus 2018), Pemberlakuan Syibhul
‘lddah bagi Laki-Laki yang Bercerai di Pengadilan Agama, (Kalimantan Selatan, 2021)



Perkawinan sebagaimana diatas, tentu tidak hanya bertentangan
dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga tidak dianjurkan oleh hukum
di Indonesia. Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021, surat edaran tersebut
menjelaskan perkawinan yang dilangsungkan dalam masa ‘iddah istri tanpa
sepengetahuan istri dan keluarga istri sama halnya dengan penyeludupan
hukum yaitu poligami terselubung.® Terkait poligami, peraturan perkawinan
di Indonesia memiliki dasar aturan hukum sendiri yakni asas monogami,’
dengan demikian seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri
dan seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki seorang suami, akibatnya
jika suami ingin melakukan poligami, maka suami harus mendapatkan izin
dari istri pertama.

Surat Edaran Bimas Dirjen No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 diatas,
dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap perubahan kondisi masyarakat yang
secara tidak langsung mempengaruhi pergeseran kebutuhan hukum dalam
masyarakat.® Sebuah analisis data yang dirilis oleh United Nations
Development Programme (UNDP) atau Program Pembangunan Perserikatan
Bangsa-Bangsa, pada tahun 2020 mempublikasikan Indeks Norma Sosial

Gender. Penelitian ini mencoba mengukur tingkat kesetaraan gender di 75

® Surat Edaran Bimas No. P-005/DJ.III/Hk. 00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa ‘Iddah
Istri

7 Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

8 Jamal al-Banna, Nahwa Figh Jadid, diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, Manifestasi
Figh Baru, (Jakarta: Erlangga, 2008), 62.



negara, mencakup lebih dari 80 persen populasi dunia.® Dalam penelitian itu
menemukan bahwa hampir 90 persen negara mengalami bias gender.!?
Pendapat ini didukung oleh beberapa kasus yang mendominasi terkait bias
gender terhadap perempuan. Seperti contohnya kasus poligami liar yang
sudah disebutkan di atas tadi. Padahal fungsi dan hikmah ‘iddah juga
bertujuan untuk mencapai kemashlahatan bagi kelangsungan hidup antara
istri dan suami.!!

Melihat kondisi di atas, penting bagi kita untuk mengutamakan
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada pihak yang
mendominasi atau mengalami kerugian, hal ini dilakukan sebagai bentuk
kasih sayang (ihsan) di antara keduanya, kasih sayang (ihsan) yang
diperintahkan oleh Allah adalah perlakuan baik terhadap sesama makhluk.?
Dengan demikian urgensi dari dianjurkannya shibhu al-’iddah bagi laki-laki
menjadi pertanyaan, apakah istilah ini tepat atau tidak, mengingat bahwa
kondisi dianjurkannya shibhu al-"iddah bagi laki-laki sebenarnya merupakan
mani’ shar't, yang sudah diatur dalam ketentuan Al-Qur'an.

Berkaitan dengan dianjurkanya masa menunggu untuk laki-laki ketika

dalam masa ’iddah istri, Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Figh al-Islami Wa

Adillatuhu telah menjelaskan bahwa berlakunya waktu tunggu bagi laki-laki

® Jawahir Gustav Rizal, “Mengenal Sederet Bias terhadap Perempuan”, Kompas, 08 maret 2022,
diakses 23 mei 2024, https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/03/08/123448282/mengenal-
sederet-bias-terhadap-perempuan?page=all

10 Mufidah, Isu-Isu Gender Kontemporer, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 23.

1 Hasbi Umar, Nalar Figh Kontemporer, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 125.

12 Munawwir, IThsan, ( Yogyakarta : Buku Gambusan, 2018 ), 235.



adalah ketika terdapat larangan agama (mani’shar'i).*? istilah larangan agama
(mani’ shar'r) juga telah dijelaskan dalam kitab Wahbah Zuhaili yang sama
bahwa anjuran waktu tunggu bagi laki-laki diberlakukan dalam kondisi
tertentu saja, seperti: 1) nikah dengan orang yang haram mengumpulkannya
dengan istri yaitu kerabat istri yang mahrom seperti: saudara perempuan, bibi,
keponakan meskipun dari pernikahan yang rusak (fasid) dan dari akad yang
shubhat. 2) perkawinan dengan perempuan kelima disaat ’iddah dari istri
yang keempat masih berlangsung. 3) menikahi mantan istri yang ditalak bain
(talak tiga) sebelum ada muhalil yang menikahi mantan istri.

Bersamaan dengan pembahasan diatas, masa tunggu laki-laki dengan
disebabkan adanya mani’ shar'm juga dikenal dengan istilah shibhu al-’iddah,
Abdul Qodir menyebut hal ini adalah sebagai bentuk toleransi.'* Dalam
konteks sosial, prinsip toleransi seperti yang terdapat pada konsep shibhu al-
‘iddah bisa menjadi anjuran untuk diterapkan untuk laki-laki yang baru saja
bercerai dalam konteks talak raj'i, demikian ini untuk memberikan waktu
refleksi dan rekonsiliasi bagi keduanya. Hal ini bertujuan untuk
memunculkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya rujuk, juga untuk
meminimalisir terjadinya poligami terselubung.

Dalam kacamata yang lain, shibhu al-’iddah bagi laki-laki dalam
konteks sosial juga dapat dipahami melalui perspektif mubdadalah, Konsep

mubddalah didukung oleh beberapa tokoh yang juga pro terhadap konsep

18 Wahbah Zuhaili, Figh al-Islami Wa Adillatuhu, juz 7. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 626.
14 Abd Al-Qadir Manshur, Figh Al-Mar‘ah Al-Muslimah Min al-Kitab wa al- Sunnah, ter.
Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta : Zaman, 2019), 126.



mubddalah yaitu Dr. Rohi Baalbaki dalam kamusnya mengartikan kata
mubadalah sebagai mubadalah bi al-misli.*® Selanjutnya ada Dr. Nur Rofiah
Bil Uzm yang juga ikut mempopulerkan gagasan ini. Konsep mubadalah
sendiri lahir untuk menegaskan kembali magasid al-musawah Ibnu ‘Ashur,
yaitu seorang ulama Tunisia lahir di Marsiy bagian utara pada 1296 H/1879
M dan wafat pada hari Ahad, 12 Rajab 1393 H/12 Oktober 1973 M. Pemikiran
beliau mengenai magasid al-musawah inilah yang menjadi inspirasi
berdirinya konsep mubdadalah.*® Kesalingan merupakan suatu fitrah bagi
manusia selagi tidak ada faktor penganulir, dan manusia dikatakan setara
karena bermuasal dari entitas yang sama. Terlepas dari hal ini, Faqihuddin
Abdul Kodir mencoba memberikan gagasan kesalingan gender yang sesuai,
namun tetap perlu diperhatikan dengan baik karena tidak semua hal bisa
dilihat dan dipandang melalui perspektif mubadalah.

Permasalahan penelitian yang dihadirkan adalah bagaimanakah
diversifikasi shibhu al-"iddah perspektif ulama dan mubadalah? setelah
mengetahui diversifikasi shibhu al-’iddah, kemudian akan kami bahas juga
bagaimana urgensi shibhu al-’iddah menurut mubddalah? untuk melihat
bagaimana diversifikasi shibhu al-’iddah perspektif mubddalah dalam
menjawab problematika ‘iddah, dan juga perlu diperhatikan kembali karena
tidak semua aspek bisa dilihat secara mubadalah. Pembahasan ini bertujuan

untuk menampilkan sebuah bentuk toleransi atau tenggang rasa yang bisa

15 Rohi Baalbaki, Kamus: Al-Mawrid, (Beirut : Dar El-Ilm Lilmalayin, 2001), 1096.
16 Muhammad at-Tahir ibn *Asur, Magasid al-Shart’ah al-1slamiyyah (Beirut: Dar al-Kitab al-
Masri, 2011), 168-170.



dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni perempuan dan laki-laki tanpa
mendiskreditkan salah satu pihak agar terpenuhi kemashlahatannya, kiranya

perlu dikaji lebih spesifik mengenai pembahasan “DIVERSIFIKASI

SHIBHU AL-’IDDAH DALAM  PERSPEKTIF QIRA’AH

MUBADALAH.

Rumusan Masalah

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini penulis menyajikan
beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :
a. Bagaimana diversifikasi shibhu al- iddah menurut para ulama?
b. Bagaimana shibhu al-’iddah dalam perspektif gird’ah mubadalah?
Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada diversifikasi shibhu al-’iddah menurut
para ulama dan gira’ah mubadalah. Pembahasan penelitian ini, pada kata
menurut para ulama artinya adalah pembahasan akan menguraikan pendapat
para ulama empat madhhab yaitu, pendapat imam Malik beserta pengikutnya,
pendapat imam Syafi’i dan pengikutnya, pendapat imam Hanbali dan
pengikutnya, dan pendapat imam Hanafi dan pengikutnya. Kemudian pada
kata gira’ah mubddalah yakni, menguraikan pendapat Faqihuddin Abdul
Qadir terhadap shibhu al-"iddah.
Penelitian Terdahulu

Penjabaran seputar penelitian dengan tema sejenis pada bagian ini,
dianggap penting sebagai upaya yang menunjukkan unsur kebaruan di

antaranya:



1.

Tesis yang ditulis oleh Abdul Malik dari program studi magister hukum
keluarga fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta tahun 2023 dengan judul “Surat Edaran Menteri
Agama Nomor P- 005/Dj.1ii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan
Suami Dalam Masa ’iddah Istri Perspektif Mashlahah Mursalah”.
Pembahasan dari tulisan ini menunjukan bahwa, Surat Edaran tersebut
bertujuan untuk menghindari adanya poligami terselubung yang
dilakukan oleh suami ketika istrinya sedang dalam masa ’iddah. Jika
ditinjau menggunakan kacamata Mashlahah Mursalah secara teori Surat
Edaran ini memenuhi syarat sebagai produk hukum yang relevan dengan
kondisi sosial masyarakat saat ini dan membawa kepada kemaslahatan
umat Islam. Tetapi pada Implementasinya konsep shibhu al-"iddah yang
dituangkan dalam Surat Edaran ini sulit diterima di masyarakat. KUA
Pamijahan misalnya, Pada kasus pertama mereka melaksakan pernikahan
seorang suami yang istrinya masih dalam masa ’iddah. Untuk
mengakalinya, pthak KUA memberikan surat pernyataan tidak akan
rujuk kepada istri yang telah diceraikannya. Dan ini justru melanggar
aturan Undang-Undang Perkawinan dan tidak sejalan dengan fungsi
KUA yang seharusnya menjadi tempat penyuluhan keluarga yang sedang
bercerai untuk kembali rujuk. Jika ingin tetap melaksanakan pernikahan

yang sejalan dengan SE ini, maka pihak KUA seharusnya mengarahkan



kepada pihak untuk mengajukan surat izin poligami ke Pengadilan
Agama.l’

Tesis yang ditulis oleh Hamzanwadi dari program magister Al- Akhwal
Asy- Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang tahun 2021 dengan judul “Konsep ’iddah Laki-Laki Perspektif
Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir”. Pembahasan penelitian ini
menunjukkan bahwa konsep ’‘iddah yang diberlakukan hanya bagi
perempuan, sebagaimana yang berlaku pada masa awal Islam tidak bisa
dilepaskan dari budaya patriarki yang meminggirkan kaum perempuan.
Islam datang untuk memperbarui ketentuan ’‘iddah yang diskriminatif
terhadap perempuan. Dengan menggunakan teori mubdadalah Faqihuddin
Abdul Kodir konsep ‘iddah dipandang tidak hanya berlaku bagi
perempuan, tapi juga bagi laki- laki secara umum.*®

Tesis yang ditulis oleh Dewi Roma Maghviroh program magister Al-
Akhwal Asy- Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Status
Perkawinan Kedua Bagi Suami Terhadap Istri Pertama Di Tengah Masa
‘iddah Perspektif Maqasid al-Shari’ah Imam Al-Syathibi (Pandangan

Hakim Pengadilan Agama Dan Kepala Kua Kabupaten Pacitan)”.

Pembahasan tulisan ini adalah kementerian agama telah menghimbau

17 Abdul Malik, “Surat Edaran Menteri Agama Nomor P- 005/D;j.1ii/Hk.00.7/10/2021 Tentang
Pernikahan Suami Dalam Masa ’iddah Istri Perspektif Mashlahah Mursalah”, (Thesis, Jakarta,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

18 Hamzanwadi, “Konsep ’iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir”,
(Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)
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untuk menghindari pernikahan dalam masa ‘iddah hal ini karena dapat
memunculkan konsekuensi status perkawinan yakni poligami
terselubung yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak bisa
dicatatkan karena persoalan belum selesainya masa ‘iddah sesuai dengan
putusan pengadilan. Kesimpulan tersebut didapat dari pisau analisis
masalah, menggunakan teori fenomenologi sehingga menghasilkan
yuridis sosiologis dan yuridis teologis. Selanjutnya motif dilakukannya
perkawinan dalam masa ’iddah oleh beberapa narasumber yakni terkait
keadaan lingkungan yang mengharuskan perkawinan itu terjadi disebut
dengan sosio pragmatis. Berkaitan dengan perasaan dan pola pikir yang
disebut sosio psikologis dan yang terakhir berkaitan dengan kebutuhan
fisik jasmani pelaku yang disebut sosio biologis. Pandangan al-maqasid
al- shar'iah terkait perkawinan dalam masa ’iddah mempunyai berbagai
macam pandangan sesuai dengan lima prinsip maqashid shar'tah.
Namun dari motif perkawinan yang telah diklasifikasikan unsur
magqashid syariah yang masuk dalam ketiga kategori tersebut adalah hifdz
din, nafs dan nasl.*®

4. Tesis yang ditulis oleh Lia Fauziyyah Ahmad Mahasiswi Program Studi
Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta tahun 2023 dengan judul “Konsep Syibhul ‘Iddah Laki-Laki

Perspektif Mubddalah Dan Mashlahah Mursalah”. Hasil penelitian ini

¥ Dewi Roma Maghviroh, “Tinjauan Hukum Status Perkawinan Kedua Bagi Suami Terhadap Istri
Pertama Di Tengah Masa ’iddah Perspektif Maqashid Syari’ah Imam Al-Syathibi (Pandangan
Hakim Pengadilan Agama Dan Kepala Kua Kabupaten Pacitan)”, (Thesis, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)
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adalah anjuran shibhu al-’iddah laki-laki menurut ulama dapat
dianjurkan hanya karena kondisi-kondisi tertentu yang dibenarkan shar’i
sebagai bentuk penggalian hikmah dari suatu hukum. Konsep shibhu al-
‘iddah perspektif mubadalah bukan fokus menuntut persamaan hak antar
keduanya, melainkan relasi kesalingan berpasangan (zawdj). Anjuran
‘iddah laki-laki jika dipandang melalui perspektif mashlahah mursalah
harus diperhatikan betul-betul sebagai bentuk iisan dan ma ruf artinya
anjuran shibhu al-’iddah bagi laki-laki bisa hanya dapat dianjurkan
apabila dalam kondisi tertentu yang dibenarkan shar 'i.2°

5. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Najib Daud Muhsin dan Hulaimi
Azhari, dengan judul “Masa ‘Iddah Pasca Perceraian Dalam Kacamata
Teori Mubadalah”. Artikel ini dijelaskan bahwa ‘iddah merupakan masa
yang ditentukan oleh shara’ bagi seorang perempuan setelah terjadinya
perceraian untuk menahan diri menikah dengan laki-laki lain. Ketentuan
ini selalu dikaitkan dengan alasan untuk mengetahui kemungkinan hamil
atau dengan kata lain, untuk mengetahui kebersihan rahim. Akan tetapi,
melihat zaman sekarang yang semakin modern dan berkembang, sudah
dimungkinkan untuk mendeteksi kehamilan dalam waktu singkat.
Dengan ini maka jelaslah kalau tujuan dari ’iddah bukan hanya
mengetahui kebersihan rahim. Permasalahan lainnya, ketentuan ’iddah

ini hanya berlaku bagi perempuan karena didukung dengan teks-teks

2 Lia Fauziyyah Ahmad, “KONSEP SYIBHUL ‘IDDAH LAKI-LAKI PERSPEKTIF
MUBADALAH DAN MASHLAHAH MURSALAH”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2023)
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yang terdapat dalam al-Qur‘an dan Hadis Nabi yang hanya menyebut
kaum perempuan. Padahal dalam suatu teks jika satu jenis kelamin
menjadi sebab atas kebaikan atau keburukan jenis kelamin yang lain,
maka menurut kaidah inklusi, keduanya bisa masuk dalam pesan yang
sama dengan cara timbal balik, resiprokal, atau yang disebut oleh
Faqihuddin sebagai mafhiim mubadalah.?*

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No Tahun Nama Judul Penelitian Rumusan Masalah
Penelitian Peneliti
1 2023 Abdul SURAT EDARAN a. Bagaimana tinjauan
Malik MENTERI Surat Edaran Menteri
AGAMA NOMOR Agama Nomor: P-
P- 005/DJ.111/Hk.00.7/10
005/DJ.111/Hk.00.7/ /2021 tentang
10/2021 Pernikahan dalam
TENTANG Masa ‘Iddah lstri
PERNIKAHAN Perspektif Mashlahah
SUAMI DALAM mursalah?
MASA ‘IDDAH b. Bagaimana
ISTRI implementasi Surat
PERSPEKTIF Edaran di KUA
MASHLAHAH Pamijahan jika
MURSALAH ditinjau menggunakan
teori

institusionalisasi?

c. Bagaimana efektivitas
Surat Edaran Menteri
Agama Nomor: P-
005/DJ.111/HKk.00.7/10
/2021 tentang
Pernikahan dalam
Masa ‘iddah Istri?

2 2021 Hamzanw KONSEP '/DDAH a. Apayang
adi LAKI-LAKI melatarbelakangi

21 Muhammad Najib Daud Muhsin & Hulaimi Azhari, “MASA ‘IDDAH PASCA PERCERAIAN
DALAM KACAMATA TEORI MUBADALAH?”, Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi
Sosial Keagamaan Volume 23, Nomor 01, Juli 2023. 91-110.
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PERSPEKTIF konsep iddah hanya
MUBADALAH diwajibkan bagi
FAQIHUDDIN perempuan?

ABDUL KODIR Bagaimana konsep
iddah laki-laki
perspektif Mubadalah
Fagihuddin Abdul
Kodir?

3 2023 Dewi TINJAUAN Bagaimana hukum
Roma HUKUM STATUS status perkawinan
Maghviro PERKAWINAN kedua suami pada
h KEDUA BAGI masa idah istri

SUAMI pertama berdasarkan

TERHADAP pandangan Hakim

ISTRI PERTAMA Pengadilan Agama

DI TENGAH dan kepala KUA

MASA IDAH Kabupaten Pacitan?

PERSPEKTIF Mengapa motif

MAQASHID perkawinan kedua

SYARI’AH IMAM bagi suami pada masa

AL-SYATHIBI idah istri pertama
dilakukan?

(Pandangan Hakim

Pengadilan Agama

dan Kepala KUA

Kabupaten Pacitan)

4. 2023 Lia KONSEP Bagaimana konsep
Fauziyyah SYIBHUL syibhul ‘iddah laki-
Ahmad ‘IDDAH LAKI- laki menurut Ulama ?

LAKI Bagaimana urgensi

PERSPEKTIF konsep syibhul ‘iddah

MUBADALAH bagi laki-laki

DAN perspektif mubadalah

MASHLAHAH ?

MURSALAH Bagaimana konsep
syibhul ‘iddah laki-
laki jika dipandang
melalui perspektif
Mashlahah Mursalah
2

5 2023 Muhamm MASA ‘IDDAH Makna mubadalah
ad Najib ~ PASCA
Daud PERCERAIAN
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Mubhsin, DALAM b. Gagasan mubadalah

Hulaimi KACAMATA dalam al-qur’an dan

Azhari TEORI hadis
MUBADALAH c. Analisis Konsep

mubadalah atas
keberadaan masa
‘iddah pasca
perceraian

Seluruh uraian penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya,
mengisyaratkan bahwa telah banyak tulisan yang membahas tentang ‘iddah
laki-laki atau shibhu al-’iddah dari berbagai aspek. Namun penelitian
terdahulu lebih banyak memfokuskan penelitian pada hukum perkawinannya
atau pada konsep shibhu al-’iddah, bukan pada perbedaan pendapat para
ulama dan pakar hukum, karena berangkat dari perbedaan pendapat itu akan
menghasilkan diversifikasi pendapat. Untuk itu penelitian ini memfokuskan
pembahasan pada bagaimana diversifikasi shibhu al-’iddah menurut para
ulama dan mubadalah, mubddalah sebagai pisau analisis penelitian ini.
Dengan demikian, penelitian ini bisa dikatakan berbeda dari penelitian-
penelitian terdahulu.

Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah ataupun konsep yang
perlu didefinisikan untuk menyatukan persepsi pembaca dalam penelitian
yang peneliti lakukan, beberapa istilah tersebut adalah:

a. Diversifikasi dalam KBBI adalah penganekaragaman, sehingga jika

dikaitkan dengan ’iddah bisa berarti penganekaragaman ’‘iddah.
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b. Shibhu al-’iddah adalah suatu yang menyerupai ’‘iddah, artinya saat
suami istri bercerai, juga berlaku waktu tunggu bagi suami. Dasar hukum
shibhu al-’iddah adalah Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-
005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa “iddah Istri.

c. Qird’ah Mubadalah dalam penelitian ini adalah konstruksi
menyalingkan kemaslahatan dalam relasi suami istri. Dalam tulisan ini
digunakan untuk meninjau urgensi pemberlakuan ’iddah laki-laki.
Karena dalam pandangan qird’ah mubddalah, ’iddah bukan hanya di
pandang secara makna ‘ubiidiyyah saja melainkan ada makna secara
substansial.

Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis diperlukan agar penyusunan penelitian
ini lebih sistematis, dimulai dengan pengantar bab pertama dan diakhiri
dengan kesimpulan dan saran bab terakhir. Sehingga, penulis dan pembaca
akan lebih mudah memahami hasil observasi ini. Susunan sistematika
pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini membahas pendahuluan yang memuat ringkasan masalah
penelitian yang akan diteliti serta latar belakang masalah tersebut, alasan-
alasan atau sebab-sebab meneliti dengan pengantar pembahasan secara umum
yang akan berpusat pada masalah yang sedang diselidiki. Bagian ini juga
memuat definisi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika pembahasan yang semuanya ditulis secara berurutan.
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Bab IT Kajian Pustaka

Bagian ini menganalisis telaah pustaka mencakup Sub-bab riset
sebelumnya, yang merinci informasi tentang studi sebelumnya yang relevan
dengan masalah yang diteliti sekarang dalam upaya untuk mencegah
duplikasi dan untuk menyoroti keaslian penelitian saat ini serta perbedaannya
dari penelitian sebelumnya. Bab ini juga menyajikan kajian pustaka, yang
mencakup deskripsi berbagai teori pendukung yang dapat digunakan sebagai
standar atau dasar untuk penyelidikan dan analisis masalah, ini termasuk teori
yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilihat oleh para akademisi.
Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian dalam bab ini menerangkan tahap-tahap dalam
melakukan penelitian, seperti perbedaan jenis penelitian, pendekatan
penelitian, lokasi penelitian, metode pemilihan subjek, jenis data, sumber
data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data yang telah
terkumpul.
Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti penelitian, yang berisi paparan data serta hasil
analisis data dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah
ditentukan, yaitu berisi (1) bagaimana diversifikasi shibhu al-’"iddah menurut
para ulama? (2) bagaimana shibhu al-’iddah menurut gira’ah mubdadalah?
yang nantinya berisi jawaban untuk mengatasi masalah yang diangkat.

Bab V Penutup
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Bab ini berisikan jawaban atas fokus permasalahan pada bagian
simpulan, deskripsi konsekuensi logis atas rekomendasi reformulasi hukum,

dan saran bagi tiga pihak yang ditentukan dalam manfaat praktis pada bab I.



BAB I1
KAJIAN PUSTAKA
A. Konsep ’Iddah Dalam Islam

Pengertian ’Iddah

Putusnya perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum, di mana
dalam kondisi tersebut istri mendapatkan masa ’‘iddah. Masa tersebut
singkatnya dimaknai sebagai waktu tunggu yang didapatkan oleh perempuan
akibat adanya perceraian yang dialaminya.

Selain makna yang terkandung dalam ’iddah adalah masa tunggu atas
konsekuensi adanya perceraian, jika dilihat Secara etimologi, "iddah 322 dari

kata kerja i . is yang berarti: .=~ 5 > yang memiliki arti menghitung.

Dinamakan ’‘iddah karena ’iddah ini sesuatu yang dihitung, tiga qurii’, tiga
bulan dan empat bulan sepuluh hari. Sedangkan secara terminologi, ‘iddah
adalah suatu nama masa yang mana seorang wanita menunggu atau menahan
dirinya dari melakukan perkawinan setelah suaminya wafat atau diceraikan
oleh suaminya, adakalanya dengan melahirkan, agra’atau beberapa bulan.??
‘iddah menurut Wahbah az-Zuhaili adalah masa tunggu bagi seorang wanita
setelah berpisah dari suaminya yang mana dia tidak boleh menikah sampai

masa itu selesai.?® Definisi lain, ‘iddah di dalam Kamus Besar Bahasa

22 Husein bin ‘Auda al-’Awaysyah, Al-Mausu’ah al-Fighiyah al- Muyassarah, 5th ed. (Beirut: Dar
Ibn Hazm, 1425).
2 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 625.
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Indonesia adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang
berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.?*

Menurut Imam Abu Hanifah, ’‘iddah merupakan penantian bagi
seorang istri setelah ikatan perkawinannya terputus karena terjadi perceraian
(talak), terjadi wat’i shubhat atau suami yang telah meninggal dunia dengan
waktu yang telah ditentukan oleh syariat.?® Selanjutnya dapat diartikan
sebagai ketentuan masa penantian untuk mengukuhkan status memorial
pernikahan (athar al-nikah) yang bersifat material, seperti memastikan
kehamilan atau merealisasikan hal-hal yang bersifat etika—moral, seperti
menjaga kehormatan suami.

Imam Malik berpendapat, ‘iddah yakni waktu yang diharamkan bagi
seorang istri untuk memastikan bahwa di dalam kandungannya tidak ada janin
atau semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah swt. yang terjadi
setelah talak, fasakh, wat’i shubhat atau suami telah meninggal dunia.?®
Definisi lain dari kalangan Malikiyyah ‘iddah merupakan masa kosong yang
harus dilakukan oleh seorang perempuan dan dilarang kawin disebabkan
sudah ditalak atau ditinggal mati sang suami.

Menurut Imam Asy-Syafi’i ‘iddah merupakan waktu menunggu bagi
seorang istri untuk memastikan masa menunggu bagi seorang wanita guna

mengetahui apakah di dalam rahimnya ada benih janin dari sang suami atau

24 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, (2005), 416.
% Manan, Figih Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, 38.
26 Manan, 39
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tidak dan dimaknai pula sebagai konstruksi agama yang lebih
menggambarkan nuansa ibadah.6

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal waktu yang telah
ditentukan oleh syariat bagi seorang istri untuk tidak menikah kembali

lantaran telah terjadi perceraian atau seorang suami telah meninggal dunia.?’

Dasar Hukum ’Iddah

Landasan hukum ketentuan ’‘iddah dalam Al-Qur'an terdapat pada
beberapa ayat, khususnya pada: QS. Al-Bagarah [2]: 228, QS. Al-Talaq
[65]:4. Diterjemahkan sebagai berikut:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga
kali qurii’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa
yvang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada
Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali
kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan.
Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan
atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S. al- Baqarah:
228).

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di
antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka
idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak
haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu
idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang
bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam
urusannya”, (Q.S. at-Thalaq: 4).

Berdasarkan ayat tersebut sebagian ahli tafsir berpendapat, bahwa
turunnya firman Allah tentang ’iddah, adalah untuk menyikapi fenomena
sosial kontemporer. Saat itu, banyak janda yang tidak jujur dan menutup-

nutupi status kehamilannya agar bisa menikah lagi dengan pria lain, dan tak

27 Manan, 43
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lama kemudian ia melahirkan. Ketidakjujuran wanita ini pada akhirnya dapat
menimbulkan perselisihan antara dirinya dan suami barunya, serta
memberikan dampak negatif, tentang status anak yang baru lahir. Kasus
lainnya adalah istri berbohong bahwa masa ‘iddah-nya belum habis dengan
tujuan agar suaminya tetap memberikan rezeki selama ia dalam periode masa
‘iddah. Dalam keadaan demikian turunlah wahyu yang melarang istri yang
diceraikan menyembunyikan apa yang terjadi dalam kandungannya.?®

Para mufassirin (para penafsir Al-Qur'an) dalam memahami QS. Al-
Baqarah [2]: 228 berpendapat bahwa wanita yang putus ikatan
perkawinannya wajib melaksanakan ‘iddah tiga qurii’ (periode). Kewajiban

tersebut didasarkan pada arti kata "-.=:»" dengan khobariyah (anjuran) tetapi

"n.

juga dengan inshaiyah (perintah) dengan arti "..2:xJ". Dengan pemahaman

perintah tersebut maka ayat tersebut menjadi dilalah al-ayah lil wujib (dalil
yang berarti wajib) tentang ’‘iddah bagi seluruh wanita yang putus ikatan
perkawinannya.?® Para ahli hukum juga sepakat bahwa ‘iddah merupakan
kewajiban bagi perempuan yang putus ikatan perkawinannya dan tidak

dibenarkan mengabaikannya.%°

28 Syamsul Hilal and Sumper Mulia Harahap, ‘“’Iddah in the View of Islam and Feminists,” A/-
"Adalah 18, no. 2 (December 23, 2021): 217-218, https://doi.org/10.24042/ADALAH.V18I12.8515.
2 Ahmad al-Hasyimiy, Jawahir al-Balaghah F7 al-Ma’ani Wa al-Bayan Wa al-Badi’ (Damaskus:
Maktabah Dar al-lhya’ al-Kutub al-Arabiyah, 2011). See also Muhammad Ali Sayis, Tafsir al-dyat
al-Ahkam (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), 138.

30 Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, Tahqgig: Muhammad
Khalil Aitani (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1418), 448. Muhammad bin Husain bin Ali al-Turi al-Hanafi
bin al- Nujaim, al-Bahr al-Raig Syarh Kanz al-Raqgaiq (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2007), 384. Al-
Syarbini, Mughni al-Muhtgj (Kairo: Dar al-Kurub al-Misriyah, 2001), 129.
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Macam-macam ’Iddah

Masa ’iddah yang dimiliki Perempuan tidak selalu sama, melainkan
terdapat beberapa perbedaan dengan kondisi sebagai berikut: 1) Sebelum
melakukan hubungan badan (Qabla ad-Dukhul), sesudah diputus
perkawinannya, menurut madhhab Syafi’iyah dan Hanafiyah perempuan
tersebut tidak memiliki ‘iddah. 2) Sesudah melakukan hubungan badan
(Ba’da ad-Dukhul), maka baginya memiliki waktu 3 kali quru atau haidh. 3)
Wanita Hamil, memiliki waktu hingga ia melahirkan. 4) Suami meninggal
dunia, bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya maka baginya memiliki

waktu “iddah empat bulan 10 hari.

’Iddah Dalam Regulasi di Indonesia
’lddah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Berbicara mengenai konsep ’‘iddah menurut Undang- Undang No. 1
Tahun 1974 merupakan Hukum Islam di Indonesia sebelum terbentuknya
KHI yang mana proses penyusunan UU No.1 Tahun 74 membutuhkan proses
yang cukup panjang, sehingga konsep UU tersebut tidak terlepas dari
berbagai pihak. Ketentuan terkait ‘iddah. Namun, untuk kelancaran
pelaksanaannya UU No.1/1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan
ketentuan tersebut.

Ketentuan waktu tunggu dalam UU perkawinan dan KHI hampir sama

dengan apa yang ada dalam hukum Islam, hanya saja berbeda dalam
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pemakaian kata.®! Pengaturan mengenai pernikahan dalam masa ’‘iddah istri
telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021.%
Hal ini merupakan bentuk menahan diri dan melindungi marwah perempuan.
Hal ini menunjukkan jika ketentuan mengenai masa ‘iddah dan pernikahan
dalam masa ’iddah telah diakomodir secara pasti melalui ketentuan tersebut.33

Adapun tujuan ‘iddah sendiri menurut UU No.l Tahun 1974
mempunyai beberapa tujuan di antaranya ialah :

a. Memberi cukup kesempatan bagi kedua suami istri untuk memikirkan
kembali dengan tenang dan bijaksana setelah meredanya amarah
kebencian tentang hubungan antara mereka berdua, lalu melakukan
rujuk (tanpa akad nikah dan mahar baru) sekiranya mereka menyadari
bahwa yang demikian itu lebih baik bagi mereka maupun anak-anak
mereka.

b. Demi menghargai urusan pernikahan sebagai sesuatu yang agung dan
sakral, yang tidak berlangsung kecuali dengan berkumpulnya para saksi
dan tidak terputus sepenuhnya kecuali setelah masa penantian cukup
lama, dan sekiranya tidak seperti itu, niscaya ia bagaikan permainan
anak-anak kecil yang berlangsung sesaat, kemudian bubar tidak lama

setelah itu.3*

31 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum
Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 4-6.

32 Surat Edaran Bimas No. P-005/DJ.III/Hk. 00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa ‘Iddah
Istri

33 Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam

3 M. Masruri Basran dan Zaini Dachlan, Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Sudirman
Tebba (ed), Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, (Bandung: Mizan, 1992), 61.
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c. Untuk mengetahui secara pasti bahwa perempuan itu tidak sedang hamil
dari mantan suaminnya, sehingga nasab anaknya kelak menjadi jelas
dan tidak tercampur aduk dengan suaminnya yang baru seandainya

segera ia menikah kembali sebelum diketahui kehamilannya.

’Iddah dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
Pemaknaan terkait ’iddah ini pun dijelaskan dalam ketentuan lebih
lanjut demi memperjelas UU No.l Tahun 1974 maka keluarlah Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan secara rinci tentang
ketentuan hukum ’iddah yang sesuai dengan umat Islam. Tidak jauh berbeda
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada bab VII pasal 39.3°
Penjelasan mengenai ketentuan ‘iddah dalam aturan pelaksana ini pun
diuraikan dalam Inpres yang dikeluarkan. Di mana dalam Pasal 1 berisi :
Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
Undang-undang ditentukan sebagai berikut adapun penjelasan dalam
pasalnya sebagai berikut:
a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan
130 (seratus tiga puluh) hari ;
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang

masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-

% Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis
Per kembangan Hukum Islam dari Figh dan UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta : Kencana
Prenada Media Group, 2006), 244.
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kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan
ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil,
waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Sedangkan dalam Pasal 2 : Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang
putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan
bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Pasal 3 : Bagi
perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung
sejak jatuhnya putusan dari Pengadilan, sedangkan bagi perkawinan yang
putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian

suami.

INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Bersamaan dengan uraian ketentuan ‘iddah akibat dari talak atau
perceraian merupakan suatu hukum yaitu ’‘iddah untuk menunggu dapat
menikah kembali, namun ’iddah tersebut hanya berlaku kepada perempuan
untuk mengetahui keadaannya dengan menghitung waktu suci.®® Di dalam
Islam dikenal dengan istilah qurii’bagi yang cerai hidup, sampai melahirkan
bagi yang hamil dan menghitung bulan bagi yang cerai mati atau yang sudah
tidak haid lagi.

Tidak jauh berbeda halnya dengan masa ’iddah sendiri menurut

ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974

36 Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, ed terjemah jilid 9, (Jakarta : Gema Insani Darul
Fikri, t.t.), 539.
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pasal 18 “Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan
di depan sidang pengadilan”. Hal ini menunjukkan jika ketentuan mengenai
masa ’iddah diakomodir secara pasti melalui ketentuan tersebut. Jelasnya
dalam hukum positif di Indonesia pemberlakuan terkait masa ’‘iddah bagi
perempuan yang bercerai atau berpisah dengan suaminya telah dirumuskan
sebagaimana dalam Pasal 170 yang berbunyi bahwa suami yang ditinggal
mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.®” Pasal
153 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:3® 1) Bagi seorang istri yang putus
perkawinannya berlaku waktu tunggu atau ’iddah kecuali qobla ad-dukhul
dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. 2) Waktu tunggu
bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: a) Apabila perkawinan putus
karena kematian, walaupun qobla ad-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130
(seratus tiga puluh) hari; b) Apabila perkawinan putus karena perceraian,
waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan
sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid
ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; ¢) Apabila perkawinan putus karena
perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu
ditetapkan sampai melahirkan; d) Apabila perkawinan putus karena kematian,
sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai
melahirkan. 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena

perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya gobla ad-

37 Kompilasi Hukum Islam Pasal 170
3 Kompilasi Hukum Islam Pasal 153
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dukhul. 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu
tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena
kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. 5) Waktu
tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani ‘iddah tidak
haid karena menyusui, maka ’iddah-nya tiga kali waktu haid. 6) Dalam hal
keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka ’iddah-nya selama satu
tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka
‘iddah-nya menjadi tiga kali waktu suci.

Sederhananya konsep ‘iddah menurut regulasi yang berlaku di
Indonesia tentu tidak jauh berbeda dalam konsep ’‘iddah pada hukum
Islam/fikih, adapun regulasi tersebut mencoba mengakomodir kepentingan-
kepentingan tersebut agar menjadi payung hukum pun keberadaan konsep
‘iddah dalam regulasi di Indonesia bertujuan untuk menjaga kemaslahatan
pihak-pihak serta menjaga tujuan perkawinan dengan baik sesuai dengan
syariat Islam.

Konsep Shibhu al-’lddah
Shibhu al-’Iddah menurut Ulama

Diskursus mengenai shibhu al-’iddah memang menjadi kajian
menarik, di mana pada akhiran tahun 2022 beberapa cendekiawan hukum di
Indonesia banyak bermunculan gagasan tentang shibhu al- iddah. Sebetulnya

shibhu al-"iddah secara bahasa memiliki artinya serupa dengan ‘iddah, karena
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kata ash-shibhu bermakna serupa atau persamaan.’® kata shibhu al-’iddah
sendiri tidak ditemukan baik dari nash Al-qur’an dan Hadis secara tersurat,
begitu pula pada literatur kitab ulama fikih klasik.

Di sisi lain, penulis menemukan pembahasan tentang shibhu al-"iddah
dalam literatur kitab fikih klasik dengan penyebutan ’iddah laki-laki ("l1ddatu
al-Rojizl). Namun, beberapa cendekiawan hukum di Indonesia memberi
makna shibhu al-"iddah cenderung sama dengan pemaknaan toleransi. Sikap
toleransi ini diwujudkan untuk memberikan ruang dan waktu.*°

Pengertian shibhu al-"iddah adalah suatu yang menyerupai ‘iddah.
Adapun kata ’iddah yang dimaksud dalam al-shibhu disini adalah masa
tunggu laki-laki yang telah menceraikan istrinya. Dalam fikih klasik ternyata
ditemukan produk hukum yang sangat menghargai perempuan. Salah satunya
adalah shibhu al- iddah bagi laki-laki, walaupun shibhu al-iddah bagi laki-
laki hanya berlaku dalam dua keadaan, yakni:

Pertama, jika seorang laki-laki mencerai istrinya dengan talak raj’i
kemudian ia ingin menikah dengan perempuan yang satu mahram dengan
istrinya, dalam hal ini seperti saudara perempuan istri, maka laki-laki tersebut
dilarang menikah dengan perempuan tersebut sampai masa ’iddah istri yang

dicerai selesai. Kedua, jika seorang laki-laki memiliki empat istri, lalu dia

3% Ahmad Warson Munawwir, AL MUNAWWIR KAMUS ARAB-INDONESIA, Cetakan Keempat
Belas (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 629.

40 Lia Fauziyyah Ahmad, “KONSEP SYIBHUL ‘IDDAH LAKI-LAKI PERSPEKTIF
MUBADALAH DAN MASHLAHAH MURSALAH”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2023), 78.



29

mencerai salah satu istrinya dan ingin menikah dengan perempuan yang
kelima maka dia harus menunggu masa ’iddah istri yang dicerai habis.
Dalam hal ini ada dua versi, versi yang pertama yang menyebutkan
kedua kondisi tersebut adalah wajib bagi laki-laki dan merupakan ’iddah bagi
laki-laki, ulama yang berpendapat tersebut adalah sebagian kalangan ulama
Malikiyah seperti yang dikutip oleh Al-Jaziri, dan sebagian kalangan ulama
Syafi’iyah seperti yang dikutip oleh Al-Dimyati dalam /’anah al-Tholibin.
Sedangkan versi yang kedua yang menyebutkan masa penantian
tersebut bukan ’iddah bagi laki-laki, masa itu merupakan waktu tunggu biasa
dikarenakan ada mani’ shar7,** dan masa tunggu tersebut tetap merupakan
‘iddah bagi perempuan. Jadi, penyampaian “iddah bagi laki-laki dalam versi
ini hanya secara tersirat, tidak secara jelas. Menurut Al-Jaziri juga
berpendapat bahwa masa tunggu laki-laki tersebut memang tidak dinamakan
‘iddah melainkan masa waktu tunggu biasa bagi laki-laki dan hanya waktu
menunggu masa ’iddah perempuan. Akan tetapi intinya sama yaitu laki-laki
(suami) dan perempuan (istri) sama-sama menunggu dalam kurun waktu
tertentu hingga dapat menikah lagi dengan perempuan atau laki-laki lain.*
Untuk memahami perbedaan pendapat masa tunggu yang dilakukan
laki-laki bisa dikatakan ’iddah bagi laki-laki atau hanya waktu tunggu biasa
karena adanya mani’ shar't, dapat digunakan kaidah fikih untuk

memahaminya, yaitu: mafhzm muwafagah yang berarti makna tersirat dari

41 Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, juz 7 (Damaskus: Darl Al-Fikr, 1985), 626.
42 Wahyudi, Figh ‘Iddah: Klasik dan Kontemporer, 79.
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sebuah kata atau kalimat. Jika dikaji secara etimologis, kata ’iddah berasal
dari kata kerja ‘adda-ya 'uddu yang berarti menghitung sesuatu. Namun kata
‘iddah pada dasarnya memiliki arti seperti kata al- ‘adadu yaitu ukuran dari
sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Tetapi jika kata ’iddah tersebut
dikaitkan dengan kata al-mar’ah (perempuan) maka artinya masa tunggu
untuk menghitung hari-hari haid atau suci, atau hari-hari ‘ihdad-nya terhadap
pasangan atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik
berdasarkan bulan, haid atau suci, atau melahirkan.** Hematnya dapat
dikatakan bahwa laki-laki sebenarnya memiliki masa tunggu tetapi bukan
secara istilah melainkan sebagai bentuk tenggang rasa atau rasa toleransi.
Walaupun hal tersebut bagi laki-laki hanya waktu menunggu biasa (bukan
‘iddah), tetapi intinya sama yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (istri)
sama-sama menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga dapat menikah lagi
dengan perempuan atau laki-laki lain.**

Apabila kata ’iddah dihubungkan dengan laki-laki, inti dari maknanya
pun akan sama, masa menunggu dalam waktu tertentu bagi seorang laki-laki.
Hal tersebut sama ketika Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa bahwa laki-laki
tidak mempunyai ’‘iddah secara istilah, jadi bisa dikatakan bahwa laki-laki
sebenarnya memiliki masa ’iddah tetapi bukan secara istilah. Atau pendapat

Al-jaziri yang mengatakan bahwa masa tunggu laki-laki tersebut tidak

43 Wahyudi, 74.
44 Zuhaili, 712.
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dinamakan “iddah bagi laki-laki, namun hanya waktu menunggu masa ’iddah
perempuan.

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama dalam menamakan masa
tunggu tersebut merupakan ’iddah bagi laki-laki secara istilah, atau hanya
masa tunggu biasa dikarenakan adanya mani’ shar't. Setidaknya ini sebagai
pijakan awal untuk membuka cakrawala berpikir hadirnya penerapan ’iddah
bagi laki-laki. ’iddah bagi laki-laki yang diperkenalkan oleh ulama-ulama
salaf adalah sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas hukum Islam. Padahal
secara terminologis, definisi yang dikembangkan oleh mereka bahwa ’iddah
hanya berlaku untuk perempuan, dengan tujuan utama yaitu mengetahui

kebersihan rahim seorang perempuan.

Shibhu al-’lddah dalam regulasi di Indonesia

Aturan adanya masa tunggu bagi laki-laki, sudah ada sejak tahun
1979, yang termuat dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor
DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam ’iddah. Surat edaran
tersebut memuat tentang hasil rapat Dinas Direktorat Pembinaan Badan
Peradilan Agama yang dirumuskan menjadi beberapa point, diantaranya

adalah:

a. Bagi seorang laki-laki (suami) yang telah menceraikan istrinya dan

diputus dengan talak raj i lalu ia ingin menikah lagi dengan perempuan
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lain sebelum selesai masa ’iddah mantan istrinya, maka ia harus
mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

b. Sebagai pertimbangan hukumnya, adalah pemaknaan bahwa pada
hakikatnya suami dan istri yang bercerai dengan talak raj’i adalah
masih terhubung dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa
‘iddah-nya. Jika suami menikah dengan perempuan lain, pada
hakikatnya dilihat dari segi kewajiban hukum dan inti hukum maka ia
memiliki istri lebih dari satu dan melakukan poligami. Sebab itu, pada
kasus demikian dapat diterapkan pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun
1974.

c. Sebagai pedoman pengaduan penolakan atau izin permohonan tersebut

harus di tuangkan dalam bentuk penetapan pengadilan agama.

Berdasarkan isi dari surat edaran di atas, terdapat makna tersirat dari
masa tunggu bagi suami yang akan menikah lagi yang harus menunggu masa
‘iddah dari istrinya selesai. Aturan yang ada sebelumnya tidak ada yang
memuat petunjuk teknis pelaksanaan perkawinan dengan posisi demikian,
seperti UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
serta UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar tidak adanya

kekosongan hukum maka lahirlah surat edaran tersebut.

Faktor adanya kondisi sosial serta pemahaman latar belakang
pendidikan yang berbeda pada Kantor Urusan Agama ataupun masyarakat,

menyebabkan tidak berjalannya pelaksanaan aturan. Terdapat tiga kondisi
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yang membuat surat edaran tidak berjalan dengan efektif, 1) adanya
keinginan untuk menikahi perempuan lain di mana telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus dengan mantan istrinya sehingga ia tidak
akan kembali dengan istrinya. 2) karena adanya motif poligami terselubung,
penyebabnya adalah dorongan kuat seorang laki-laki yang ingin melakukan
poligami namun terbatas oleh prosedur serta perizinan yang ada, maka ia
melakukan hal demikian. 3) terjadinya perceraian saat terdapat beberapa
faktor eksternal maupun internal, sehingga terdapat kemungkinan bagi

keduanya untuk rujuk atau tetap bercerai.*®

Beberapa kebijakan dan kondisi masyarakat dalam kerapihan
administrasi pernikahan yang tidak berjalan efektif, maka Kementerian
Agama pada Tanggal 29 Oktober 2021 mengeluarkan Surat Edaran Nomor
005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa ‘iddah Istri.
Tujuan surat edaran ini memberikan kepastian tata cara dan prosedur
pencatatan dan merupakan sumber pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-
laki yang akan menikahi perempuan lain sedangakan istrinya masih dalam

masa ‘iddah. Berikut adalah isi ketentuannya:

1. Pencatatan pernikahan bagi pria dan wanita yang statusnya duda/janda

cerai hidup hanya dapat dilakukan jika telah resmi bercerai di

45 Asmu’i Syarkowi, “Izin Nikah dan Kreativitas Hakim”, Hakim Pengadilan Agama di Semarang,
November 2022.
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pengadilan agama dan dibuktikan dengan akta cerai yang telah
dinyatakan inkrah;

2. Ketentuan masa ’iddah bagi istri dalam hal ini merupakan kesempatan
untuk suami dan istri memikirkan kembali keputusan dan membangun
rumah tangga kembali pasca terjadinya perceraian;

3. Laki-laki (bekas suami) dapat melakukan pernikahan dengan wanita
lain jika masa ’iddah bekas istrinya telah selesai;

4. Jika bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa ’iddah
bekas istrinya, maka ia harus mendapat izin poligami dari pengadilan

untuk merujuk bekas istrinya.

Perbedaan antara kedua surat edaran tersebut adalah pada surat edaran
Nomor DIV/Ed/17/1979, menegaskan bahwa perbuatan demikian yang sudah
disebutkan di atas adalah suami istri masih terikat dengan ikatan perkawinan
yang sah hingga masa iddah-nya selesai. Surat edaran nomor
005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021 terdapat frasa bahwa akta cerai yang digunakan
adalah akta cerai yang telah dinyatakan inkrah; dan tentunya perceraiannya
harus sesuai dengan aturan yang ada. Terdapat pengertian dan tujuan adanya
surat edaran tersebut yakni penjelasan bawa ketentuan yang sudah ada
merupakan pemberian kesempatan untuk suami dan istri memikirkan kembali
keputusan dan membangun rumah tangga kembali pasca terjadinya
perceraian. Selanjutnya, terdapat kalimat yang membuat ia dijadikan aturan
masa tunggu bagi suami, yang dimana ia baru dapat melakukan pernikahan

dengan wanita lain jika telah selesai masa ‘iddah mantan istrinya.
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D. Konsep Qira’ah Mubadalah

Berbicara mengenai konsep mubddalah tentu tidak terlepas dari
kesalingan antar perempuan dan laki-laki. Meski demikian konsep
mubddalah ini juga perlu diperhatikan kembali karena tidak semua aspek bisa
dilihat secara mubddalah. Secara aspek sosial dan budaya mungkin konsep
mubadalah bisa digunakan untuk melihat relasi antara perempuan dan laki-
laki. Hal ini menunjukkan jika dalam konsep mubddalah terdapat beberapa
keterbatasan dalam aspek tertentu yang tidak bisa disentuh secara mubadalah,
sebagai contoh terkait dengan biologis antara laki-laki dan perempuan.

Konsep mubadalah ini dipopulerkan oleh K.H Faqihuddin Abdul
Kodir, yang berlandasan ayat suci Al-Qur'an dan hadis untuk melihat
kesalingan relasi gender. Isu gender sendiri merupakan bentuk justifikasi
suatu kelompok yang digunakan untuk menghegemoni kelompok lain, atau
merupakan tawaran solusi dari berbagai persoalan yang ada menyangkut
hubungan laki-laki dan perempuan, mengingat konstruksi gender dibangun
atas dasar kreasi dan ciptaan masyarakat.*® Sebagai contoh laki-laki kuat,
berani, cerdas, menguasai, sedangkan perempuan itu lemah, penakut, kurang
cerdas (bodoh), dikuasai dan lain sebagainya.*’ Kesetaraan gender memang
sebuah produk pemikiran modern, di mana spirit kebebasan, mengambil

peran yang sangat penting dan harus dilihat dari berbagai aspek.

4 Musdah Mulia, Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender, (Y ogyakarta:
SM & Naufan Pustaka, 2014), 66.

47 Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
17-19.
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Sejalan dengan hal ini konsep kesalingan juga dikatakan konsep
kerjasama antar sesama dalam relasi kemanusiaan.*® Salah satunya dalam

surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

O3sis S 2 03is Saaall Ok ek U flans Eliilig 03500

VRN 3L o /T;%i} b tessy s 2 By totes. L (g
uSs s O e S W d B3t 8 Gaig Sl
Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka
menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat)
makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan
zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat
oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana”.

Ayat ini menjelaskan jika prinsip pokok ajaran Islam adalah
egalitarian yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan
maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Selain itu ayat ini secara tidak
langsung membahas terkait keadilan gender. Lebih lanjut Al-Qur’an
mengakui adanya ketetapan dua jenis kelamin yang berbeda, tetapi dalam segi
aktivitas untuk mencapai takwa dan mendapat kemuliaan di sisinya keduanya
sama-sama diberi jalan secara adil untuk berkompetisi.*®

Interpretasi ayat tersebut juga menegaskan tentang bagaimana
hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur oleh norma agama, pun
memberi penjelasan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan sama sebagai

konsep gender yang patut dijadikan barometer dalam menciptakan kesalingan

laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Penjelasan ayat ini

8 M. Quraish Syihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan dan Keserasian Al-Qur’an, Cet. V, (Jakarta:
Lentera Hati, 2006), 342.

49 Siti Musda Mulia (ed), Keadilan dan Kesejahteraan Gender, Cet. 11, (Jakarta: Lembaga Kajian
Agama dan Gender, 2003), 75.
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mengajarkan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan dengan
sangat eksplisit, tegas, dan jelas.*®

Konsep mubadalah sendiri terinspirasi dari al-magasid al-musawah
Ibnu ‘Ashur, yaitu seorang ulama Tunisia lahir di Marsiy bagian utara pada
1296 H/1879 M dan wafat pada hari Ahad, 12 Rajab 1393 H/12 Oktober 1973
M. Pemikiran beliau mengenai al-magqasid al-musawah inilah yang menjadi
cikal berdirinya konsep mubddalah.%* Kesalingan merupakan suatu fitrah
bagi manusia selagi tidak ada faktor penganulir, dan manusia dikatakan setara
karena bermuasal dari entitas yang sama. Terlepas dari hal ini K.H Faqihuddin
Abdul Kodir mencoba memberikan gagasan kesalingan gender yang sesuai
antara laki-laki dan perempuan.

Konsep mubddalah mengandung makna mufa’alah yaitu bentuk
timbal balik dan kerjasama antara dua pihak musyarakah, yang berarti saling
bertukar. Selain soal relasi kemitraan dan kerja sama, mubddalah juga berarti
bagaimana sebuah teks sudah secara eksplisit menyebutkan laki-laki dan
perempuan, jika biasanya teks-teks hanya menyebutkan laki-laki, atau hanya

menggunakan redaksi.>?

%0 Nasaruddin Umar, Beradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an dan Hadits, (Jakarta: PT Gramedia,
2014), 34.

51 Muhammad at-Tahir ibn *Asur, Magasid al-Shari’ah al-1slamiyyah (Beirut: Dar al-Kitab al-
Masri, 2011), 168-170.

52 Muhdor, A.Z, Kamus al- ‘Ashri, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2008).
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E. Kerangka Berfikir

Upaya reka pemecahan masalah diversifikasi shibhu al-’iddah
dalam penelitian ini, dilaksanakan berdasarkan gambaran sebagai berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Khazanah penelitian hukum pada dasarnya membedakan hanya dalam
dua ruang lingkup jenis, yakni normatif (yuridis normatif) dan empiris yang
belakangan lebih dikenal dengan socio legal. Mengacu kepada judul dan
rumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
normatif.%® Indikator penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka dan dominasi penggunaan sumber data
sekunder dari pada sumber data primer.>* Bahan-bahan tersebut disusun
secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam
hubungannya dengan masalah yang diteliti.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini
ada tiga yakni pendekatan filosofis (philosophical approach), pendekatan
Konseptual (conceptual approach) dan. Berikut kami jabarkan alasan
penggunaan tiga pendekatan tersebut:
a. Pendekatan filosofis (philosophycal approach), yakni model
pendekatan penelitian yang berusaha mengkaji variabel-variabel
penelitian berdasarkan filosofi pembentukannya. Pendekatan ini

selaras dengan identifikasi ratio legis adanya shibhu al-"iddah laki-

53 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana,2007), 37.
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, ed. Sofia Yustiyani Suryandari ( Bandung: CV Alfabeta,
2021), 49.
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laki, sekaligus penelusuran norma ketentuan atau alasan-alasan shibhu
al-"iddah laki-laki bisa muncul;®

Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu model
pendekatan penelitian hukum yang berusaha untuk memahami
konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan variabel penelitian.>®

Upaya ini dianggap penting, sebab untuk menggambarkan

diversifikasi shibhu al-"iddah itu sendiri.

C. Sumber Bahan Hukum

Data sebagai informasi yang relevan untuk penelitian, ditinjau dari

tempat didapatkannya (sumber) diklasifikasikan menjadi dua, yakni data
primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian hukum juga dapat
disebut sebagai sumber hukum. Sebagaimana penelitian normatif umumnya,
maka dominasi sumber hukum lebih mengutamakan pada sumber sekunder

daripada sumber hukum primer.®’

Sumber data sekunder dalam kajian penelitian hukum juga dibagi lagi

atas tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Ketiga klasifikasi ini mengisyaratkan hierarki kedekatan bahan hukum
dengan norma hukum yang kontekstual dengan penelitian. Adapun bahan-

bahan hukum tersebut diantaranya:

5 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2010), 62-67.
% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986),

55-6.

5 Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), 12-16.
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Bahan Hukum Primer : Bahan hukum primer pada penelitian
bersumber dari buku Qira’ah Mubddalah karya Faqihuddin Abdul Kodir,
Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.11I/Hk.00.7/10/2021 tentang
Pernikahan dalam Masa ’iddah Istri.

Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum ini merupakan data
pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan bahan hukum
primer.®® Penggunaan bahan hukum sekunder disini meliputi: Al-Qur’an,
Hadis, Kitab al-fighu ala al-madhdib al-arba’ah karya Abdurrahman al-
Jaziri, Kitab al-fighu al-Islam wa adilatuhu karya Wahbah Zuhaili, Kitab
Sharhu al-Yaqut an-Nafis karya Muhammad as-Shatiri, dan semua bahan
hukum lain yang berkaitan dengan shibhu al-’iddah serta informasi yang
menyinggung mengenai shibhu al-"iddah, selanjutnya adalah.

Bahan Hukum Tersier: dalam penelitian ini bersumber dari Kamus
Hukum, Kamus Bahasa Arab-Bahasa Indonesia Al- Munawwir, Kamus Besar
Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Sebelum dilaksanakan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang
sudah ditentukan di atas, perlu kiranya dilaksanakan pengumpulan bahan
hukum terlebih dahulu. Teknik yang digunakan adalah sama dengan teknik

pengumpulan data pada penelitian studi kepustakaan umumnya, yakni:

%8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.
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a. Dokumentasi, yaitu mencari bahan hukum dari sumber-sumber yang
berupa buku, catatan, transkrip, dan lain sebagainya.>® Teknik
pengumpulan data dengan cara mengumpulkan seluruh bahan hukum,
baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan
hukum tersier yang sesuai dengan persoalan hukum peraturan shibhu
al-’iddah  di  Indonesia, kemudian menganalisisnya dengan
komprehensif;°

b. Editing, yakni proses memilah dan memilih bahan hukum kontekstual
penelitian sesuai dengan daftar inventaris kebutuhan data yang sudah
ditetapkan. Proses ini dengan kata lain menjadi guideline peneliti
manakala melaksanakan penelusuran data agar tetap kontekstual
dengan kebutuhan penelitian;

c. Pengorganisasian, yakni setelah data yang dibutuhkan ditemukan,
kemudian data dikelompokkan dan disistematisasikan sesuai dengan
orientasi penggunaan, konteks, dan maksud penelitian. Layaknya
bangunan yang kokoh, proses pengorganisasian memainkan peran
penting untuk menunjukkan keterkaitan satu premis dengan premis
lainnya; dan

d. Penyimpulan, yaitu tahap terakhir dalam penelitian normatif untuk
memaknai secara umum bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan

diorganisir secara sistematis.

59 Arikunto, Suharsini, “Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik”, (Jakarta: Rieneka Cipta,
2002), 274.
80 Johny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Depok: Prenadamedia Group,
2016), 392.
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E. Teknik Analisis Bahan Hukum
Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif setelah data
dikumpulkan. Oleh karena itu, prosedur dan langkah-langkah yang harus
dilakukan untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan harus dilakukan.
Secara umum, proses pengolahan data terdiri dari langkah-langkah seperti
penyesuaian, verifikasi, analisis data, dan konklusi. Dengan menganalisis
data, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah, menemukan informasi
penting, dan mendapatkan data yang valid. Mereka melakukan ini dengan
menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelum menghilangkan data asli.
Proses analisis data ini termasuk perubahan, klasifikasi, verifikasi, analisis,
dan akhirnya kesimpulan.
F. Keabsahan Bahan Hukum
Dalam mempertanggungjawabkan data yang diperoleh peneliti maka
langkah yang harus dilakukan untuk mengecek keabsahan data adalah sebagai
berikut:
a. Memperpanjang kehadiran

Instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif ini adalah kehadiran

peneliti. Oleh karena itu peneliti telah hadir dan meneliti sampai

pada kejenuhan pengumpulan data tercapai.

b. Melakukan Triangulasi
Penelitian kualitatif tidak terlepas dari adanya data yang akurat.

Peneliti menggunakan sumber informan sebagai data. Untuk
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membuktikan hal ini, berikut ini langkah-langkah yang perlu

dilakukan agar terbukti keakuratan data adalah sebagai berikut:

1.

Membandingkan apa yang telah dikatakan oleh informan dengan

apa yang dipraktikkan dalam kesehariannya.

. Membandingkan pendapat atau infomasi dari informan satu

dengan yang lainnya.

. Membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang

telah didapatkan



BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Diversifikasi Shibhu Al-’Iddah Menurut Para Ulama

Diskursus mengenai shibhu al-’iddah memang menjadi kajian
menarik, di mana pada akhiran tahun 2022 beberapa cendekiawan hukum di
Indonesia banyak bermunculan gagasan tentang shibhu al-"iddah. Sebetulnya
shibhu al- "iddah secara bahasa memiliki artinya serupa dengan 'iddah, karena
kata ash-shibhu bermakna serupa atau persamaan.®® kata shibhu al-‘iddah
sendiri tidak ditemukan baik dari nash Al-qur’an dan Hadis secara tersurat,
begitu pula pada literatur kitab ulama fikih klasik.

Di sisi lain, penulis menemukan pembahasan tentang shibhu al- "iddah
dalam literatur kitab fikih klasik dengan penyebutan ’“iddah laki-laki (’lddatu
al-Rojizl). Namun, beberapa cendekiawan hukum di Indonesia memberi
makna shibhu al-’"iddah cenderung sama dengan pemaknaan toleransi. Sikap
toleransi ini diwujudkan untuk memberikan ruang dan waktu.5?

Terlepas dari penyebutan istilah dengan kata shibhu al-’iddah atau
‘iddah laki-laki (’lddatu al-Rojiil). Secara sederhana pengertian shibhu al-
‘iddah adalah suatu hal yang menyerupai ‘iddah. Adapun kata ‘iddah yang

dimaksudkan dalam ash-shibhu ini ialah masa tunggu laki-laki yang telah

61 Ahmad Warson Munawwir, AL MUNAWWIR KAMUS ARAB-INDONESIA, Cetakan Keempat
Belas (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 629.

62 Lia Fauziyyah Ahmad, “KONSEP SYIBHUL ‘IDDAH LAKI-LAKI PERSPEKTIF
MUBADALAH DAN MASHLAHAH MURSALAH”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2023), 78.
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menceraikan istrinya. Selanjutnya hal ini dilakukan jika ada kondisi-kondisi
tertentu bagi laki-laki yang beragama Islam.

Pada dasarnya pemberlakuan ’iddah sendiri secara umum tidak hanya
datang melalui sumber Al-Qur’an semata. Konsep pemberlakuan ‘iddah juga
datang melalui hadis nabawi yang menjelaskan hal tersebut. Salah satu isi
hadis tersebut berkenaan dengan perintah menjalankan ’iddah selama tiga
kali haid. Selanjutnya terdapat hadis mengenai penjelasan tentang kasus

Subaiah, di mana hadis tersebut berbunyi :%3
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Terjemahnya: “Al Laits berkata : Yunus menceritkan kepadaku dari Ibnu
Syihab dia berkata : Ubaidillah Bin Abdillah Bin Utbah menyampaikan
kepadaku bahwa “Sesungguhnya bapaknya telah menulis kepada Umar
Bin Abdullah Bin al-Argam memerintahkan untuk mendatangi Subaiah
Bin al-Haris al-Asalamiyah, untuk menanyakan kepada Subaiah fatwa
vang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadanya, Umar Bin Abdullah
Bin al-Argam menulis untuk memberitakan penjelasan yang disampaikan

oleh Subaiah bahwa dia adalah istri dari Sa ‘ad Bin Haulah dari Bani Amir
Bin Luway, Sa ‘ad ikut dalam perang badar dan dia wafat pada waktu haji

83 Al Bukhari, Shahih Bukhari, Juz V (Beiru : Dar al Fikr, 1401 H/ 981 M), 14.
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wada’ sementara Subaiah pada saat itu hamil, tidak lama sepeninggal
suaminya dia melahirkan. Tatkala dia telah melahirkan dan siap untuk
dipinang, Abu Sanabil bin Ba’kak dari Bani abdi Dar mendatanginya dan
berkata kepadanya saya melihat engkau berhias, jika ada orang yang
meminang apakah kamu mau menikah. Demi Allah engkau tidak boleh
menikah sehingga lewat masa ‘iddah 4 bulan 10 hari, Subaiah berkata
ketika dia mengatakan hal itu, pada sore hari saya mengumpul pakaianku
lalu menemui Rasulullah SAW dan menanyakan tentang hal itu, dan
Rasulullah memberi fatwa kepadaku bahwa saya telah halal menikah
tatkala saya telah melahirkan dan memerintahkan kepadaku untuk
menikah jika saya mau”’.

Hikmah ’iddah diindahkan sebagai suatu hal yang dapat memelihara
magqasid al-shari’ah dengan baik, meski pada praktiknya mengenai
keberadaan hikmah yang terdapat dalam ‘iddah, para ulama memiliki
perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan jika masalah ‘iddah
termasuk masalah murni ibadah yang tidak mengharuskan adanya hikmabh.
Pendapat lainnya mengatakan bahwa pemberlakuan hukum Islam terbagi
menjadi dua bagian.

Pertama, berhubungan dengan ibadah, bagian ini membenarkan jika
‘iddah termasuk masalah ta’abbudi. Kedua, berhubungan dengan
muammalah, di mana mengharuskan adanya hikmah yang dapat disesuaikan
dengan kemashlahatan manusia. Hal ini secara tidak langsung ingin
menunjukkan jika ibadah dalam hukum Islam mencakup beberapa hikmah
yang terlihat dan tidak terlihat, pendapat ini dikemukakan oleh Abdurrahman
al-Jaziri.

Sejalan dengan pendapat yang diungkapkan al-Jaziri, al-Qardhawi

juga berependapat sama bahwa segala hukum yang Allah SWT tetapkan pasti
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memiliki hikmah di dalamnya.®* Jelasnya hikmah dapat langsung dirasakan
dan diketahui dengan jelas, namun juga terkadang hikmah memiliki makna
yang tersembunyi, sehingga butuh pemahaman yang mendalam untuk
menemukan hikmah yang terkandung di dalamnya.

Bersamaan dengan hal ini al-Jaziri juga berpendapat bahwa masa
tunggu laki-laki tersebut memang tidak dinamakan ’‘iddah melainkan masa
waktu tunggu biasa bagi laki-laki dan hanya waktu menunggu masa ‘iddah
perempuan. Akan tetapi intinya sama yaitu laki-laki (suami) dan perempuan
(istri) sama-sama menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga dapat
menikah lagi dengan perempuan atau laki-laki lain.°

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitab al-Figh ‘ala al-
Madhahibul al-Arba’ jumhur ulama telah bersepakat bahwa, terdapat masa
tunggu bagi laki-laki dalam dua kondisi sebagai berikut: jika suami ingin
menikah dengan kerabat istri yang se-mahram, menikah kepada istri kelima
setelah cerai dengan istri keempat.

Walaupun dalam kitab al-Figh ‘ala al- Madhahibul al-Arba’ tidak
disampaikan secara jelas bahwa ulama bersepakat, tetapi penulis menelusuri
beberapa kitab dan menjumpai dua kondisi tersebut pada setiap kitab dari

semua madzhabnya kecuali madzhab Hanbali. Dan berikut adalah persamaan

8 Yusuf al-Qardhawi, Figh Maqdashid Shari‘ah, edisi Indonesia, (Jakarta : Pustaka al- Kautsar,
20006), 18.
8 Muhammad Isna Wahyudi, Figh ‘Iddah : Klasik dan Kontemporer, 76.
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pendapat ulama yang mewakili semua madzhab dan ulama kontemporer,

Hanafiyah: 6°
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Artinya : Jika dia ingin menikahi saudari mahram perempuan dari
istrinya yang diceraikan, seperti bibi dari ayah, bibi dari ibu,
keponakan  saudara laki-lakinya dan  keponakan  saudara
perempuannya, tidak diperbolehkan menikahi salah satu dari mereka
sampai berakhirnya masa ’iddah istri yang telah diceraikan,
kemudian juga jika dia menikah dengan empat orang dan
menceraikan salah satu dari mereka, tidak diperbolehkan baginya

untuk menikah yang kelima, kecuali ’iddah istri keempat yang
bercerai telah selesai.

Berikut perkataan ulama Malikiyah:®’

et g OF 3Ty Wiy sT,el Lrgze OIS7 of aal ) 3llog cinyl Lrgjen OIST13] LS
Artinya : “Seperti jika suami/laki-laki memiliki empat orang istri dan

mentalak yang keempat, atau telah menikahi seorang wanita dan
mentalaknya, lalu kemudian ingin menikahi saudaranya.”

Berikut perkataan ulama Syafi’iyah yaitu dalam kitab Sharah al-

Yaqiit al-Nafzs karangan Muhammad bin Ahmad al-Shatiri, Juz 3:%8
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8 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Figh ‘Ala Al-Madhahibul Al-Arba’h, Juz 4, (Lebanon : Darl Kutub Al-
Ilmiyah, 2003), 452.

57 Abdurrahman Al-Jaziri, AI-Figh ‘Ala Al-Madhahibul Al-Arba’h, Juz 4, 453.

68 Muhammad bin Ahmad al-Shatiri, Sharah al-Yaqat al-Nafis, Juz 3 (Damaskus: Dar al-Hawi,
1997), 116-117.
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Artinya : “Apakah ada ‘iddah bagi laki-laki ? mereka berkata:
terdapat ‘iddah bagi laki-laki pada dua kondisi: ketika suami memiliki
istri empat, kemudian mentalak salahsatunya, atau lebih dari satu
(vang ditalak), maka bagi suami tersebut tidak boleh menikah lagi
Jika dalam konteks talak raj’i sampai habis masa ‘iddahnya. Kedua,
Jika suami mentalak istri satu-satunya dalam konteks talak raj’i
kemudian suami menginginkan menikahi saudaranya istri, bibi dari
ayah, bibi dari ibu, dan orang lain dari orang yang haram untuk
menggabungkan mereka berdua (dengan istri). Maka suami tidak
boleh menikahinya sampai ‘iddah istri selesai.”

Pendapat ulama Syafi’iyah yang lain dari kitab /’@nah al-Thalibin, juz

4 karya Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati :%°
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Artinya : “dan dikecualikan dari ‘iddah perempuan adalah laki-laki,
maka tidak ada ‘iddah bagi laki-laki kecuali pada dua tempat.
Pertama, apabila ia memiliki istri kemudian mentalak raj’i, kemudian
ingin menikahi orvang yang tidak boleh dikumpulkan bersamanya
(dalam sebuah pernikahan) seperti saudaranya. Kedua, apabila ia
memiliki istri empat dan mentalak raj’i salhsatunya, kemudian ia
ingin menikah kelima, maka dua kondisi ini dilarang kecuali setelah
selesainya ‘iddah.”

Wahbah Zuhaili mewakili ulama kontemporer juga berpendapat,
kondisi yang dimaksud dalam anjuran penerapan shibhu al-’iddah dibagi

menjadi dua keadaan berikut pendapatnya secara jelas : 7

69 Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. I'anah al-Thalibin, juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-
"Ilmiyyah, 1995), 60.
0Wahbah Zuhaili, Figh al-Islami Wa Adillatuhu, juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 626.
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Artinya : “apakah laki-laki memiliki ‘iddah ? bagi laki-laki tidak ada
‘iddah dalam arti istilah, maka setelah berpisah (dengan istrinya) boleh
langsung menikah dengan perempuan lain, selagi tidak ditemukan
larangan yang bersifat Syara’, seperti menikahi perempuan yang tidak
halal untuk dicampuri ketika masih mempunyai hubungan dengan istri
yang pertama, dan kerabat yang masih menjadi mahram, seperti saudara
perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara
laki-laki, anak perempuan dari sudara perempuan, walaupun melalui
pernikahan yang fasad ataupun akad nikah yang syubhat. Menikahi
perempuan yang kelima pada masa pertengahan masa ‘iddah istri yang
keempat, sampai berakhirnya masa ‘iddah istri keempat yang ditalak

selesai. Menikahi perempuan yang telah ditalak tiga sebelum melakukan
nikah tahlil””

Dalam kitab fikih kontemporer yang terkenal akan kelengkapan
pembahasannya, juga menyebutkan dua kondisi itu, yaitu dalam kitab al-
Mausii’ah al-Fighiyah al-Kuwaitiyah yang disusun oleh Kementerian Wakaf

dan Urusan Islam Kuwait:’?
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Artinya : “Ulama’ Fikih berpendapat bahwa ‘iddah tidak wajib bagi
laki-laki, hingga diperbolehkan bagi suami setelah berpisah dengan
istrnya untuk menikah dengan perempuan lain tanpa harus menunggu

71 Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, al- Mausii ‘ah al-Fighivah al-Kuwaitiyah, Juz 29
(Kuwait: Dar al-Sofwah, 1993), 306.
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masa ‘iddah isteri selesai, kecuali jika terdapat larangan yang
melaranya untuk melakukan pernikahan itu, seperti jika ingin
menikahi bibi dari ayah, bibi dari ibu, atau saudara kandungnya, atau
orang lain yang mana tidak dihalalkan mengumpulkan antara
keduanya (istri dan orang lain itu), atau ketika suami mentalak istri
keempat dan ingin menikah dengan wanita lain, maka bagi laki-laki
itu wajib menunggu karena ‘iddah hal ini dalam konteks talak raj’i
menurut ittifaq ualama’. Dan menurut ulama hanafi juga berlaku
dalam konteks talak bain, berbeda dengan jumhur ulama dalam talak
bain tidak ada kewajiban ‘iddah.

Dari berbagai kitab yang telah disebutkan diatas, dapat kita simpulkan
bahwa mayoritas ulama telah bersepakat dengan adanya waktu tunggu bagi
laki-laki dalam dua keadaan itu. Keadaan yang pertama, jika seorang laki-
laki mencerai istrinya dengan talak raj’i lalu dia ingin menikah dengan
perempuan yang se-mahram dengan istrinya. Seperti saudara perempuan istri,
maka si laki-laki ini tidak boleh langsung menikah dengan perempuan
tersebut sampai masa ’‘iddah istri yang dicerai selesai. Keadaan yang kedua,
jika seorang laki-laki memiliki empat orang istri, lalu dia mencerai salah satu
istrinya dan ingin menikah dengan perempuan lain yang ke lima maka dia
harus menunggu masa ’iddah istri yang dicerai selesai.

Berkaitan dengan kondisi yang ditetapkan adanya pemberlakuan
waktu tunggu bagi laki-laki, terdapat dua perbedaan pandangan dari para
ulama. Pandangan perfama, menyebutkan kedua kondisi tersebut adalah

wajib bagi laki-laki dan merupakan ’iddah bagi laki-laki. Ulama yang

berpendapat tersebut adalah sebagian kalangan ulama Malikiyyah seperti
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yang dikutip oleh al-Jaziri’? dan sebagian kalangan ulama Syafi’iyyah seperti
yang dikutip oleh Muhammad al-Dimyati’® dan Muhammad al-Shatiri.”*

Sedangkan pandangan kedua menyebutkan jika masa penantian
tersebut bukan dinamakan ’iddah laki-laki. Masa itu merupakan waktu
tunggu biasa dikarenakan adanya larangan agama (mani shar’i), dan masa
tunggu tersebut tetap merupakan ‘iddah bagi perempuan. Golongan ini adalah
pendapat ulama Hanafiyah,” dan pendapat para ulama kontemporer yaitu
Wahbah Zuhaili dan pendapat Kementerian Waqof dan Urusan Islam Kuwait.
Berdasarkan penyampaian pandangan mengenai shibhu al-’iddah yang
diuraikan, ‘iddah bagi laki-laki dalam pandangan kedua ini hanya secara
tersirat dan tidak zahir.

Lebih jelas tentang perbedaan pendapat itu adalah sebagai berikut,
ulama Hanafiyah menyebut dua kondisi itu bukan merupakan ‘iddah bagi
laki-laki, melainkan tetap ’‘iddah bagi perempuan. Argumen ini bisa kita
ketahui dari definisi iddah menurut ulama Hanafiyah, sebagai berikut :"®
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Ulama Hanafiyah memiliki dua definisi terhadap ’‘iddah : 1) ’“iddah

adalah waktu yang ditentukan untuk berakhirnya sisa-sisa pernikahan atau

72 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Figh ‘Ala al-Madhahibul al-Arba’h, Juz 4, 453.

73 Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. ['anah al-Thalibin, juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah, 1995), 60.

74 Muhammad bin Ahmad al-Shatiri, Sharah al-Yaqait al-Nafis, Juz 3 (Damaskus: Dar al-Hawi,
1997), 116-117.

5 Abdurrahman Al-Jaziri, 451-452.

76 Abdurrahman Al-Jaziri, AI-Figh ‘Ala al-Madhahibul al-Arba’h, Juz 4, 451.
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hubungan badan. 2) ’iddah adalah waktu tunggu yang telah ditentukan bagi
wanita setalah hilangnya (putusnya) pernikahan, baik dari pernikahan sah
atau pernikahan shubhat jikalau terbukti adanya hubungan badan atau
kematian.

Lebih lanjut, mereka menjelaskan secara rinci makna dari setiap kata
pada definisi ‘iddah, namun karena pembahasan kali ini tentang shibhu al-
‘iddah maka penulis lebih condong kepada definisi yang pertama, karena
definisi tersebut lebih komperhensif. Sebagaimana penjelasan berikut : ”’
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Dari teks ini kita ketahui bahwa, definisi pertama lebih jelas dan lebih
menyeluruh. Seperti yang diketahui, definisi pertama tidak mencakup
larangan bagi laki-laki untuk menikahi wanita karena suatu sebab hingga
sebab tersebut hilang, sebab larangan ini bukan batas waktu yang ditentukan
untuk berakhirnya sisa-sisa pernikahan yang ada bagi laki-laki. Ketentuan
batas waktu tersebut hanya berlaku bagi wanita. Misalnya, seseorang
menikah dengan seorang wanita lalu mentalaknya kemudian ia ingin

menikahi saudari mantan istrinya, saat itu ia tidak boleh menikahi adik

77 Abdurrahman Al-Jaziri, AI-Figh ‘Ala al-Madhahibul al-Arba’h, Juz 4, 452.
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mantan istrinya tersebut sebelum ’iddah mantan istrinya berakhir. Batas
waktu ini tidak disebut ’iddah bagi lelaki, namun hanya disebut ‘iddah bagi
perempuan. Saat itu yang bersangkutan (mantan suami) dilarang untuk
langsung menikah lagi, untuk meredakan rasa cemburu mantan istrinya dan
agar ia putus asa terhadap yang bersangkutan, sehingga ia tidak dengki pada
adiknya. Bukankah bila perempuan tersebut mati, laki-laki itu boleh menikahi
adik mantan istrinya tanpa harus menanti? Seperti itu juga bila ia murtad dan
pergi ke daru al-harbi, si lelaki boleh menikah dengan adik mantan istrinya
tanpa perlu menunggu, seperti halnya bila yang bersangkutan meninggal
dunia.

Sementara jika kita lihat dari teks al-Quran dan Hadis yang ada, secara
tekstual memberikan pemahaman ’iddah diwajibkan khusus untuk
perempuan saja, bukan bagi laki-laki juga, demikian ini adalah pendapat
ulama Hanafiyah. Sehingga waktu tunggu bagi laki-laki saat masa “iddah istri
bukan disebut ‘iddah laki-laki secara shar’i. Sehingga jika ia mentalak
istrinya dan perempuan itu masih dalam masa ’‘iddah, maka si laki-laki itu
boleh menikah lagi tanpa harus menunggu, meskipun mantan istrinya masih
dalam masa ’iddah.

Sejalan dengan pembahasan ini, jika kita analisis lebih mendalam
pada dua kondisi laki-laki dilarang menikah lagi, menurut pendapat ulama
Hanafiyah diatas, bahwa juga bisa dikatakan waktu tunggu bagi laki-laki ini
diberlakukan karena adanya larangan agama (mani’ shar’i). Terkhusus pada

konsdisi mentalak istri yang keempat, pada kondisi menikahi saudara juga
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berdasarkan larangan agama namun pada kondisi ini masih ada unsur
sosialnya, yakni untuk meredam rasa cemburu kepada saudara yang ingin di
nikahi.

Disisi lain, juga terdapat golongan ulama yang berpendapat dua
kondisi itu merupakan ’iddah bagi laki-laki. Pendapat ini disampaikan oleh
ulama’ Malikiyah dan Syafi’iyah. Pendapat itu bisa kita ketahui dari kitab-
kitab fikih perbandingan atau kita mencari secara langsung pada kitab al-
Muwattho’ karya imam Malik atau kitab al- Umm karya imam Syafi’i, atau
kitab-kitab pengikut imam Malik yang disebut ulama Malikiyah dan pengikut
imam Syafi’i yang disebut Syafi’iyah.

Berikut kami ulas mengenai pendapat ulama Malikiyah terhadap
shibhu al-’iddah, dalam kitab Al-Figh ‘Ala al-Madhahibul al-Arba’h
menuliskan definisi ’iddah menurut ulama Malikiyah sebagai berikut :78
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Artinya : “Mereka mengatakan ’iddah adalah masa terlarang untuk

menikah karena talak yang dijatuhkan pada perempuan, kematian

suami, atau pembatalan pernikahan.”

Pada kalimat masa “terlarang untuk menikah’ mencakup batas waktu
terlarang bagi laki-laki untuk menikah, seperti bila yang bersangkutan
memiliki empat istri dan mentalak istri yang keempat, atau menikah dengan
seorang wanita dan mentalaknya dan ingin menikahi saudaranya. Ini adalah

pendapat sebagian fuqaha Malikiyah. Penantian bagi seorang lelaki juga

disebut ‘iddah.

78 Abdurrahman Al-Jaziri, AI-Figh ‘Ala al-Madhahibul al-Arba’h, Juz 4, 453.
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Ulama fikih pengikut imam Malik lain berpendapat, batas waktu yang
melarang laki-laki untuk menikah tidak disebut "iddah. Berdasarkan pendapat
ini, definisi ’‘iddah bagi perempuan bertambah, yaitu batas waktu yang
melarang perempuan untuk menikah. Fugaha lain berpendapat, ‘iddah adalah
batas waktu yang menjadi bukti untuk keseterilan rahim karena pembatalan
nikah, kematian suami, atau talak. Dalam definisi ini mengecualikan
penantian waktu tertentu bagi laki-laki. Hanya saja definisi ini terbantah oleh
‘iddah berlaku bagi wanita yang terbukti rahimnya steril, seperti wanita yang
masih kecil.

Sehingga beberapa ulama Malikiyah berpendapat, hukum asal dalam
‘iddah adalah untuk menseterilkan rahim, hanya saja jawaban ini tidak kuat,
sebab tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa asal dalam ’iddah adalah
untuk pembebasan rahim. Anggaplah hukum asal ’iddah adalah untuk
membebaskan rahim, maka definisi tersebut masih kurang. Definisi yang
pertamalah yang benar, sebab syariat menentukan batas waktu yang wajib
bagi wanita untuk menikah, baik untuk membebaskan rahim atau karena
faktor ta'abbudi (faktor ibadah) seperti istilah mereka. Sehingga dapat
disimpulkan dalam pandangan ulama Malikiyah waktu tunggu bagi laki-laki
juga di sebut ‘iddah.

Kemudian waktu tunggu bagi laki-laki menurut ulama Syafiiyah,
dalam kitab Al-Figh ‘Ala al-Madhdahibul al-Arba’h tidak menyinggung

permasalahan ’‘iddah laki-laki. Tapi dalam beberapa kitab pengikut imam
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Syafi’i terdapat pembahasan tentang waktu tunggu bagi laki-laki, yaitu di
dalam kitab Sharah al-Yaqat al-Nafis Juz 3:7
ol & ) e sue dla 16 Sue J- U s

Dalam kitab ini disampaikan dengan redaksi pertanyaan apakah ada
‘iddah bagi laki-laki ? kemudian dijawab oleh pengarang kitab, terdapat
‘iddah bagi laki-laki dalam dua kondisi, artinya dari redaksi teks memberikan
pemahaman jika terdapat ’‘iddah bagi laki-laki menururt Muhammad bin
Ahmad al-Shatiri. Dan perlu diketahui bahwa al-Shatiri disini adalah ulama
fikih yang ber madzhab Syafi’i.

Dan dalam kitab yang lain juga disampaikan:&°

il 3 YL I6 ecde sue S o)) s o ay

Pendapat ini disampaikan oleh Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati
dalam kitabnya I’anah al-Thalibin, juz 4. Disini disampaikan dengan kata
tidak ada “iddah bagi laki-laki kecuali dalam dua kondisi. Dari kalimat itu
dapat dipahami jika terdapat ’iddah bagi laki-laki, dan pengarang kitab ini al-
Dimyati merupakan ulama yang ber madzhab Syafi’i.

Bersamaan dengan dua pendapat ulama Syafi’iyah diatas bisa
memberikan pemahaman jika mereka juga mengiyakan adanya ’‘iddah bagi
laki-laki. Karena bagaimanapun juga mereka adalah pengikut madzhab
Syafi’i, sehingga secara sanat keilmuan, mereka belajar dari guru-guru yang
ber madzhab Syafi’i juga, kemudian guru tersebut belajar dari gurunya lagi

hingga bersambung sampai imam Syafi’i.

79 Muhammad bin Ahmad al-Shatiri, Sharah al-Yaqit al-Nafs, Juz 3, 116-117.
80 Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. /’anah al-Thalibin, juz 4, 60.
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Wahbah Zuhaili dan Kementerian Waqof dan Urusan Islam Kuwait
menjadikan alasan adanya mani shar ‘i seperti yang sudah dijelaskan dalam
paragraf sebelumnya sebagai dasar pemberlakuan shibhu al-"iddah bagi laki-
laki. Mani shar i tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu : pertama, dalam
pandangan Islam tidak boleh memiliki istri (poligami) lebih dari empat istri
sebagaimana yang telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya, hal inipun

sesuai dengan ayat Al- Qur’an dalam surah An-Nisa ayat 3 sebagai berikut :
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Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya),
maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau

empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka
(nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu

12

miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.
Kedua, saat seorang laki-laki tidak boleh untuk menikahi dua orang
perempuan se-mahram sekaligus.8! Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur’an dalam

surah An-Nisa ayat 23 sebagai berikut :
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Artinya : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu
yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara

81 Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, 7168.
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ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang
menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu
(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam
pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu
belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak
berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak
kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam
pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi
pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”
Secara tidak langsung, keberlakuan kedua mani shar’i tersebut lebih
bersifat ta’abudi karena dalam nash al-Quran telah memberikan larangan
yang jelas terhadap larangan menikah pada dua kondisi tersebut. hal ini
ditujukan agar menjadi dasar laki-laki harus menjalani masa tunggu jika ingin
menikahi saudara perempuan dari istri yang dicerai. Tentu hal bertujuan
menahan gejolak cemburu yang mungkin bisa saja dirasakan oleh istri yang
dicerai, dan juga sebagai sikap moril manusia untuk menjaga marwahnya.
Hematnya penyampaian makna shibhu al-"iddah bagi laki-laki dalam
dua kondisi tersebut berbeda-beda. Menurut sebagian ulama Hanafiyah
seperti yang dikutip Abdurrahman al-Jaziri keadaan tersebut bukanlah ‘iddah
bagi laki- laki, masa tunggu tersebut tetap merupakan masa ’‘iddah bagi
perempuan. Sedangkan menurut Abu Bakar al-Dimyati dengan jelas dia
mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak memiliki masa tunggu kecuali

dalam dua kondisi tersebut.®? Kemudian, al-Shatiri juga menegaskan jika

dalam dua kondisi tersebut merupakan ’iddah laki-laki.®® Dan pendapat ulama

82 Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. I'anah al-Thalibin, juz 4, 60.
83 Muhammad bin Ahmad al-Shatiri, Sharah al-Yaqit al-Nafs, Juz 3, 116-117.
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kontemporer Wahbah Zuhaili dan Kementerian Kuwait tentang mani shar’i
yang mengakibatkan shibhu al-’iddah bagi laki-laki hanya dapat dianjurkan
berdasarkan kondisi tertentu.

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa laki-laki tidak mempunyai ‘iddah
secara istilah, jadi dia bisa saja langsung menikah kembali dengan perempuan
lain selagi tidak ada penghalang yang bersifat shari’at. Lebih lanjut yang
dijadikan dasar hukum oleh para ulama mengenai shibhu al-"iddah bagi laki-
laki adalah karena ada mani shar‘i seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya.® Pertama, Islam membatasi seorang laki-laki untuk tidak boleh
menikahi perempuan lebih dari empat istri, seperti yang dijelaskan dalam

Qur’an surah An-Nisa ayat 3 sebagai berikut :
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Bersamaan dengan hal ini, ulama bersepakat bahwa dalam talak raj i
seorang lelaki harus menunggu selesainya masa ’iddah mantan istrinya jika
ingin menikah lagi dengan perempuan lain. Sedangkan dalam talak ba’in,
ulama berbeda pendapat menurut madzhab Imam Maliki dan Imam Syafi’i
mantan suami tidak mempunyai masa tunggu dan tidak dilarang menikah
dengan perempuan lain. Menurut madzhab Hanafi baik dalam talak raj’i

ataupun talak ba’in seorang suami mempunyai masa tunggu apabila ingin

menikah dengan perempuan lain.®

8 Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuhu, Juz VII, 7168.
8 Wizarah al-Awqaf wa al-Su‘un al-Islamiyah, al-Mausu ‘ah al-Fighiyyah al- Kuwaitiyah, jilid 29
(Kuwait : Wizarah al-Awqaf wa al-Su‘un al-Islamiyah, 1987), 306.
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Sebagai contoh jika mantan suami ingin menikah dengan perempuan
yang dilarang dinikahi karena telah menikah dengan istri yang diceraikannya.
Seorang lelaki yang telah mentalak istrinya dalam talak raj’i, tidak boleh
menikah dengan wanita yang mempunyai hubungan mahram (saudara, bibi
dan keponakan) dengan istrinya sampai habisnya masa ‘iddah istri. Lelaki
tersebut bisa menikahi saudara, bibi dan keponakan mantan istrinya jika masa

‘iddah istri telah habis, sejalan dengan hal ini Al-Qurthubi mengatakan :
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Artinya : “Dan para ulama menyimpulkan bahwa laki-laki ketika dia
menceraikan istrinya sebagai talak, dia memilikinya kembali bahwa dia

tidak harus menikahi saudara laki-lakinya, yang merupakan hal yang
baik”.

Pertama, pemaknaan tersebut berkaitan dengan kesepakatan ulama
tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya talak raj’i, maka dia tidak
boleh menikahi saudara istrinya, hingga selesai masa ’‘iddah istri yang
ditalak.®® Kedua, dalam Islam melarang untuk mengumpulkan dua
perempuan se-mahram dalam satu pernikahan sekaligus, seperti yang
dijelaskan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayar 23.87

Sederhananya penyampaian keberlakuan anjuran shibhu al-’iddah
bagi seorang suami dalam dua kondisi atau kasus tersebut berbeda-beda, ada
yang menyampaikan secara tersirat pun ada juga dengan memakai kalimat

yang lugas. Penyampaian kata bahasa yang tersirat sebagaimana penjelasan

8 Al-Qurthubi, Al-Jami’ Liahkamil Qur’an, (Kairo: Darul al-Kutub al-Misriyah, t.tp), cet kedua,
119.
87 Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, 7188.
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Hanafiyah yang dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziri yaitu jika seorang yang
menceraikan istrinya demi menikahi saudarinya itu bukan termasuk masa
tunggu bagi suami tersebut.®®

Sementara pendapat Wahbah Zuhaili tentang seorang laki-laki tidak
mempunyai masa tunggu karena adanya penghalang bersifat mani shar’i
seperti menikah dengan bibi, saudari kandung dan lain-lain. Dari penjelasan
ini Wahbah Zuhaili dan kalangan ulama Hanafi masuk dalam kategori ulama
yang secara tersirat menyampaikan terkait mani shar’i yang mengakibatkan
adanya shibhu al-’iddah bagi suami.

Berbeda dalam literatur yang ditulis oleh al-Dimyati dan al-Shatiri
dengan jelas mengatakan bahwa seorang suami tidak memiliki masa tunggu
kecuali dalam dua keadaan tersebut sebagaimana pendapat yang
dikemukakan oleh ulama yang lain.®® Hal ini menunjukkan dengan sangat
jelas jika penyampaian yang dikemukakan oleh al-Dimyati dan al-Shatiri
memasukkan beliau ke dalam kelompok yang menyampaikan mengenai
wajibnya masa tunggu bagi suami dalam fikih secara tersurat.®

Maka untuk memahami perbedaan pendapat mengenai istilah masa
tunggu yang dilakukan oleh laki-laki, bisa dikatakan jika ’iddah laki-laki atau

shibhu al-’iddah diberlakukan karena adanya mani shar‘i. Hematnya dapat

dikatakan bahwa laki-laki sebenarnya memiliki masa tunggu tetapi bukan

8 Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu,7168.

8 Samsuddin Muhammad bin Ahmad Assarbini, Mughniyul al-Muhtdj, Juz 3, (Lebanon: . Darl al-
Kutub al-Ilmiyah, 2006).

% Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. I’anah al-Thalibin, juz 4, 60. Muhammad bin Ahmad al-
Shatiri, Sharah al-Yaqit al-Nafis, Juz 3, 116-117.
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secara istilah melainkan memang karena adanya larangan agama. Walaupun
hal tersebut bagi laki-laki hanya waktu menunggu biasa (bukan ’iddah), tetapi
intinya sama yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) sama-sama
menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga istri ‘iddah selesai.®*

Jika kita membahas lebih dalam lagi, terkait kenapa dua kondisi
tersebut bisa disebut larangan agama. Tentunya kita harus melihat potensi-
potensi jika dua kondisi tersebut ditiadakan maka akan terjadi kerusakan
dalam hukum. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa mengumpulkan dua
orang yang se mahram seperti adik dan kakak dalam satu pernikahan itu tidak
diperbolehkan oleh aturan agama Islam. Lantas bagaimana dengan fungsi
‘iddah laki-laki ? ’iddah laki-laki mengambil peran penting disini, karena
dalam masa "iddah suami dan istri masih memiliki hak untuk kembali (7uju’).

Dari sini dapat dianalogikan jika laki-laki yang mentalak raj i istrinya,
kemudian ketika masih dalam masa ’iddah istri, suami tersebut menikah
dengan adik kandung mantan istrinya, disisi lain suami istri tersebut masih
memiliki hak untuk kembali (ruju’), lalu jika kemudian suami istri tersebut
melakukan ruju’, maka tentu kondisi ini akan menyalahi aturan agama. Dan
dalam pandangan ulama Malikiyah menambahkan rasa toleransi dalam
kondisi ini, artinya masa ‘iddah bagi laki-laki ini adalah untuk meredam rasa
cemburu istri terhadap adiknya yang akan dinikahi oleh mantan suami.

Sejalan dengan hal itu, juga dilarang bagi laki-laki menikah lebih dari

empat kali, sehingga dalam kondisi laki-laki yang mempunyai istri empat,

91 Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuhu, 7167.



65

kemudian dia menceraikan salah satu istrinya maka terdapat ’iddah bagi laki-
laki itu. Karena jika laki-laki itu tidak melakukan ’iddah maka masih bisa
melakukan ruju” dengan istrinya yang ditalak, akibatnya perbuatan seperti ini
merupakan perbuatan yang melamggar aturan hukum Islam, sehingga kondisi
seperti ini diberlakukan ’‘iddah bagi laki-laki karena ada larangan agama
(mani’ shar’i).

Terlepas dari perbedaan pandangan ulama dalam memaknai istilah
masa tunggu bagi laki-laki, baik istilah itu dimaknai sebagai masa tunggu
biasa karena adanya mani shar i atau ‘iddah bagi laki-laki atau dinamakan
dengan shibhu al-’iddah laki-laki. Pembahasan memahami diversifikasi
shibhu al-"iddah dianggap sebagai pijakan awal yang membuka cakrawala
berpikir secara komprehensif, khususnya terkait urgensi anjuran mengenai
adanya diversifikasi shibhu al-"iddah sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas
hukum Islam.

Maka menjadi penting untuk melakukan kajian ulang terhadap
pemberlakuan ‘iddah bagi perempuan, hal ini di sebabkan telah terjadinya
perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, sehingga keseterilan
rahim perempuan bisa dicek menggunakan alat, bahkan pengecekan dengan
alat itu bisa memberikan hasil yang cepat, tepat, dan akurat. Disisi lain, perlu
juga melakukan pembaharuan makna ’iddah karena gerakan feminisme telah
tersebar secara massif di seluruh dunia, sehingga hal ini memicu banyaknya

perlawanan dan tuntutan terhadap segala hal yang mendeskriminasikan
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perempuan. Oleh karenanya ‘iddah jika hanya berlaku untuk perempuan ini
merupakan deskriminasi bagi perempuan.

Sejalan dengan hal ini, sesuai dengan pendapat Satrina dalam
artikelnya Iddah dianggap deskriminatif terhadap wanita karna dipandang
membatasi kebebasan perempuan setelah perceraian atau atau ditinggal
mati oleh suami.®? Dalam buku karangan Muhammad Isna Wahyudi di
jelaskan keberlakuan ’iddah yang hanya mengikat bagi perempuan selama ini
sebenarnya lebih merupakan pengaruh budaya patriarki sehingga harus
dipahami sebagai ajaran khusus untuk situasi khusus (legal spesifik) yang
bersifat temporal.®® Dari alasan ini perlu adanya pemaknaan ulang terkait
konsep *’iddah itu sendiri.

Lebih lanjut pada kondisi tertentu bisa saja perempuan mengalami
hal-hal yang merugikan dan oleh sebab itu perlu kiranya diperhatikan kembali
dengan baik agar kesalingan antar perempuan dan laki-laki tetap terjaga.
Melalui anjuran konsep shibhu al-’iddah inilah dianggap sebagai bentuk
pemberian ruang terbaik bagi laki-laki agar bisa berpikir dengan matang.
Selain itu pergeseran kondisi membuat hukum akan terus berjalan dinamis

guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakatnya.%

%2 Sartina and Lilik Andaryuni, “Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam,”

Jurnal

Tana Mana 3, no. 2 (December 2022), 289

https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.333.
93 Muhammad Isna Wahyudi, Figh ‘Iddah Klasik Dan Kentemporer (Yogyakarta: Pustaka Pesantren,

2009),

150.

% Abdul Mogsith Ghazali, ‘Iddah dan Ihddd: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral,
(Yogyakarta: LKIS, 2002), 146.
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Berbeda halnya dalam konteks peraturan perundang-undangan
mengenai aturan pernikahan yang dilakukan suami pada masa tunggu istri
(iddah). Dalam Surat Edaran Dirjen BIMAS Islam No. P-005/ DIJ.
III/HK.00.7/10/2021, meskipun penjelasan aturan di dalamnya mengenai
pernikahan suami yang dilakukan dalam masa ’iddah istri tanpa
sepengetahuan istrinya tidak dibenarkan, hal ini pun juga bisa menjadi
landasan urgensi pemberlakuan masa tunggu yang dapat dilakukan kepada
suami atau laki-laki sebagai norma yang dipandang baik sebagai norma dan
nilai baik di hadapan masyarakat, bentuk penghormatan dan belasungkawa
serta menjaga marwah seorang suami.

Ibnu Qoyyim al-Jauziyah dalam kutipan yang dikutip oleh al- Banna
juga berpendapat bahwa pergeseran kondisi masyarakat akan berdampak pula
pada perubahan hukum.% Sebetulnya pemberlakuan ’iddah perempuan ialah
masa transisi yang baik bagi perempuan juga sebagai bentuk perlindungan
kepada perempuan yang ditinggal mati pasangannya agar bisa menjaga diri
dan marwah dari pandangan masyarakat, meskipun dewasa kini beberapa
pihak dengan dalih keadilan gender ingin menghapuskan adanya ’iddah.
Padahal ’iddah ini merupakan masa transisi yang baik bagi perempuan, baik
dalam segi ekonomi, dari yang semula bergantung ekonomi kepada suaminya
bisa menyiapkan dirinya untuk lebih mandiri ketika diceraikan oleh

suaminya. Maupun dari segi menjaga nasab (keseterilan rahim).

% Jamal al-Banna, Nahwa Figh Jadid 3, diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, Manifesto
Figh Baru 3, (Jakarta : Erlangga, 2008), 62.
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Maka secara tidak langsung perubahan dan perbedaan fatwa atau
opini hukum dapat terjadi karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan),
situasi, tujuan dan adat kebiasaan. Sejalan dengan hal ini konsep berpoligami
yang diindahkan tidak pernah lepas dari bagaimana bersikap adil kepada
kedua belah pihak dalam hal ini istri. Jika dirasa belum sanggup untuk
menyanggupi ketentuan ataupun syarat dalam berpoligami maka cukuplah
hanya dengan satu istri.

Hal tersebut juga berlaku sebaliknya jika memang secara materi atau
dari segala aspek seseorang dirasa mampu serta dalam kondisi dianjurkan
untuk berpoligami, diperbolehkan beristri lagi asalkan tidak lebih dari
empat.®® Adapun waktu tunggu yang harus dijalani oleh laki-laki tersebut
hendaknya digunakan sebaik mungkin untuk memikirkan mana jalan yang
terbaik bagi rumah tangganya, untuk menghindari sekedar rasa hawa
nafsunya saja agar tidak asal menikah saja tetapi hak dan kewajibannya tidak
bisa dipenuhi. Karena pada dasarnya masa tunggu bagi perempuan atau laki-
laki bertujuan untuk mengagungkan status pernikahan sebagai sebuah
perjanjian yang kokoh.

Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak secara
langsung memutuskan ikatan pernikahan begitu saja, melainkan ada masa
tunggu (’iddah) terlebih dahulu, karena pernikahan bukan hanya sebuah

kontrak saja, akan tetapi sebuah perjanjian muammalah yang harus dipelihara

% Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. I'anah al-Thalibin, juz 4, 59.
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dengan baik.%” Lebih lanjut fungsi terkait adanya diversifikasi shibhu al-
‘iddah juga secara tidak langsung dapat menekan angka perceraian.

Mengingat fenomena-fenomena kasus kawin cerai yang banya terjadi
saat ini, sehingga pernikahan saat ini dianggap tidak lebih dari sebuah kontrak
perjanjian biasa yang jika sewaktu-waktu sudah tidak cocok lagi dalam
membina rumah tangga maka dengan mudahnya dapat melakukan perceraian.
Selepas itu bisa mencari pasangan lain dan jika sudah dianggap cocok maka
langsung melangsungkan pernikahan lagi tanpa berpikir panjang.

Shibhu al-’iddah juga dapat dimaknai sebagai suatu hal yang dapat
dianjurkan dan memberikan ruang terbaik bagi laki-laki agar dapat berpikir
ulang untuk berbuat sesuatu yang menyebabkan terjadinya perceraian.
Mengingat tingginya angka perceraian menjadi sebuah kasus yang perlu
diperhatikan lebih lanjut. Sederhananya anjuran shibhu al-’iddah dapat
dijadikan sebagai waktu untuk menunda seorang laki-laki untuk menikah lagi.
Selain itu diversifikasi shibhu al-"iddah juga telah membantu meminimalisir
dehumanisasi (memperlakukan seseorang tidak sebagai manusia seutuhnya)
khususnya kepada perempuan.

Lebih lanjut dehumanisasi yang dimaksud juga bisa saja dapat
menggambarkan perasaan perempuan yang sedang melangsungkan ‘iddah.
Di mana dalam konteks ’iddah talak raj’i perempuan yang baru dicerai dan

mejalani masa ’‘iddah, sedangkan di sisi lain pada waktu yang sama mantan

97 Javed Jamil, “Extraordinary Importance Of ‘Iddah In Family Health”, Islam and the Modern Age,
vol. 3, (2000), 118-119.
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suami yang baru saja menceraikannya melangsungkan pernikahan dengan
perempuan lain.%

Konsep shibhu al-"iddah juga sebagai bentuk penggalian hikmah dari
suatu hukum sejalan dengan keterangan Jami’ Shagir yang diriwayatkan Ibn
Abbas, di mana maksud hadis tersebut menjelaskan terkait kebolehan untuk
berpikir terhadap segala sesuatu keadaan apapun yang membawa maslahat
dan ketidak bolehan berpikir atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dzat
Allah SWT.*

Pada akhirnya meskipun penyampaian makna shibhu al-’iddah bagi
laki-laki dalam dua kondisi tersebut berbeda-beda. Namun berlakunya tetap
dalam dua kondisi itu saja, karena keterbatasan itulah pendapat ini masih
belum bisa menjadi jawabat yang menyeluruh atas semua tuntutan
pembaharuan ’‘iddah. Maka dirasa penting mempertimbangakan kajian
shibhu al-’iddah menururt giro’ah mubadalah. Hal ini dikarenakan dalam
wawancara yang dilangsungkan dengan K.H. Faqihuddin Abdul Kodir yang
dikutip dari Tesis Lia Fauziyyah Ahmad, beliau menjelaskan jika urgensi
anjuran shibhu al-’iddah ini dapat dianggap sebagai bentuk kesalingan antar

keduanya (suami dan istri) dalam artian untuk menciptakan keadilan

% Muhammad Ali al- Sabuniy, Rawai al-Bayan (Tafshiru Aydti al-Ahkam Min al- Qur’an), juz 1,
(Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, t.tp), 456.
9 Jalaludin Abdurrahman ibnu Abu Bakar Asy-Suyuti, Jami’ al-Shaghir (Surabaya: Al-Hidayah),

132.
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responsif gender yang disesuaikan dengan porsinya.!® Sehingga cakupan
pembahasannya semakin luas dan semakin relevan dengan kondisi sekarang.
B. Shibhu Al-’Iddah Dalam Perspektif Qiro’ah Mubadalah

Berbicara mengenai shibhu al-’iddah menurut mubadalah tidak
terlepas dari bagaimana kesalingan antar laki-laki dan perempuan di dalam
kehidupan bermasyarakat. Konsep kesalingan sendiri bukan bertujuan untuk
mendominasi salah satu pihak dan tidak hanya mengenai relasi antar dua
pihak yang berkaitan dengan semangat kemitraan, kerja sama, timbal balik,
relasi secara umum ataupun khusus. !

Hematnya teori mubdadalah dapat digunakan dalam membantu
menjelaskan kedudukan antar perempuan dan laki-laki antar keduanya, di
mana keadilan gender menjadi capaian utama sesuai dengan kemaslahatan
antar keduanya, pelaksanaan shibhu al-’iddah yang selama ini dilakukan
tentu memiliki tujuan baik guna mencapai kemaslahatan diantara para pihak
yang melangsungkan perkawinan agar nilai-nilai tujuan dalam perkawinan
tidak tercederai.

Kendati demikian ada beberapa keterbatasan yang tidak bisa disentuh
oleh konsep mubadalah. Aspek ini menyangkut hal-hal yang bersifat kondrati
seperti halnya haid, hamil, melahirkan dan menyusui yang tentunya tidak bisa

dipandang sebagai kesalingan antar perempuan dan laki-laki. Seperti pada

10 Tja Fauziyyah Ahmad, “KONSEP SYIBHUL ‘IDDAH LAKI-LAKI PERSPEKTIF
MUBADALAH DAN MASHLAHAH MURSALAH”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2023), 95

101 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah, (Yogyakarta : Ircisod, 2019), 57.
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ayat 233 surah Al-Baqgarah yang menjelaskan terkait menyusui yang hanya
bisa dilakukan oleh seorang perempuan kepada anaknya.

Sebelumnya kita telah membahas diversifikasi shibhu al-’iddah
menurut para ulama empat madzhab dan ulama kontemporer, namun perlu
penulis tegaskan bahwa konsep shibhu al-’iddah menurut para ulama dan
mubadalah ini berbeda, secara jelasnya shibhu al-’iddah menurut para ulama
itu terbatas hanya pada dua kondisi saja yang telah penulis jelaskan di atas,
lebih lanjut dasar dari diberlakukannya shibhu al-’iddah menurut ulama
hanya berlandasan karena terdapat larangan agama (mani’ shar’i). Oleh
karena itu dasar dari cara pandang ini adalah berdasarkan konteks agama saja
atau bisa disebut fikih saja.

Berbeda dengan itu, konsep shibhu al-’iddah menurut mubdadalah,
karena dalam konsep ini shibhu al-’iddah dapat diterapkan pada aspek yang
lebih luas lagi, artinya bukan hanya terbatas pada dua kondisi saja. Hal ini
bisa terjadi karena dasar dari konsep mubddalah sendiri bukan hanya
berdasarkan fikih saja tapi juga berdasarkan etika fikih, etika agama, dan etika
kemanusiaan.

Lebih lanjut pemaknaan terkait mubadalah sendiri menurut pandang
K.H. Faqihuddin Abdul Kodir dicetusakan berdasarkan konteks agama dan
sosial. Konsep mubdadalah lahir terinspirasi oleh magqasid al-musawah'® Ibnu

‘Ashur seorang ulama Tunisia lahir di Marsiy bagian utara pada 1296 H/1879

102 Muhammad at-Tahir ibn >Asur, magqasid al-shari’ah al-islamiyyah (Beirut: Dar al-Kitab al-
Masri, 2011), 168-170.
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M dan wafat pada hari Ahad, 12 Rajab 1393 H/12 Oktober 1973 M. Pemikiran
beliau mengenai maqasid al-musawah inilah yang menjadi cikal berdirinya
konsep mubddalah.

Terlepas dari hal ini K.H Faqihuddin Abdul Kodir mencoba
memberikan gagasan kesalingan gender yang sesuai antara laki-laki dan
perempuan. Diksi mubadalah bila ditelusuri dalam Bahasa Inggris akan
muncul istilah reciprocation-reciprocity (timbal balik). Salah satu contohnya
yaitu terkait urgensi anjuran mengenai konsep shibhu al-"iddah yang bisa jadi
sebagai bentuk toleransi untuk mencapai kemaslahatan antar keduanya.%®
Implementasi konsep mubadalah terhadap relasi gender antara laki-laki dan
perempuan termasuk sebagai pondasi antara laki-laki perempuan karena
bersifat kesalingan atau mushtarak sesuai dengan porsinya.%*

Pembahasan mubddalah berkaitan dengan gender sebagai individu
dan masyarakat. Mubadalah juga membahas tentang hubungan antara laki
laki dan perempuan dalalm melaksanakan suatu koordinasi dan kerjasama.
Mubadalah memiliki prinsip yang baik bukan memfokuskan pada kesetaraan
melainkan kesalingan. Hal ini menunjukkan jika teori mubadalah bisa
dikatakan relevan dalam memahami kasus-kasus yang berkaitan dengan
keadilan gender, di mana kasus-kasus ini tentu akan semakin berkembang,

sebagai contoh dalam perkawinan.

103 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah, 59.

104 Tia Fauziyyah Ahmad, “KONSEP SYIBHUL °‘IDDAH LAKI-LAKI PERSPEKTIF
MUBADALAH DAN MASHLAHAH MURSALAH”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2023), 97.
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Salah satunya adalah mengenai anjuran shibhu al-’iddah yang
bertujuan untuk mencapai kemaslahatan antar kedua belah pihak hanya
karena kondisi-kondisi tertentu. Keberlakuan ’‘iddah pada dasarnya untuk
memuliakan dan melindungi perempuan. Karena ‘iddah menurut mubadalah
memiliki makna lain, bukan hanya untuk mengetahui kesucian rahim, tapi
juga memiliki makna refleksi dan rekonsiliasi. Yang dimaksudkan refleksi
disini adalah memberikan waktu kepada kedua pasangan suami istri yang
berceria untuk berfikir kembali. Dan makna rekonsiliasi adalah dalam masa
'iddah kedua masih bisa berdamai kembali dan melakukan ruju ".1%

Dalam arti lain, dalam masa jeda ini istri dilarang melakukan
pendekatan-pendekatan kepada laki-laki lain. Begitupun laki-laki Ilain,
dilarang melakukan gerak-gerik yang mengindikasikan rasa tertarik kepada
istri. Hal ini akan mempermudah suami jika suatu hari nanti menginginkan
untuk kembali (ruju’) kepada istri, karena secara psikologis istri memiliki
kesiapan yang lebih baik.1%®

Dalam faham mubddalah mensyaratkan pemahaman makna shibhu
al-’iddah secara substansional. Karena jika ’iddah tidak memiliki makna
sama sekali kecuali makna ibadah saja (ta’abbudi), maka tentu tidak bisa
diberlakukan secara mubadalah. Begitupun jika makna ’iddah hanyalah di

artikan untuk memastikan isi kandungan, juga tidak bisa berlaku mubadalah.

105 Ahmad Nur Fauzi, and Achmad Khudori Soleh. 2024. “‘Iddah Laki-Laki Dalam Prspektif
Integratif Multidisipliner Twin Towers”. Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam 10 (1), 103-18.
https://doi.org/10.55210/assyariah.v10il.1453.

106 Abdul Mugsith Ghozali, Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Tubuh Perempuan (Jakarta:
Rahima, 2002), 135-167.
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Sebab, pihak yang mengandung hanyalah perempuan. Akan tetapi, jika
‘iddah ini dimaknai refleksi dan memberikan waktu berfikir, sekaligus
memberi kesempatan lebih utama dan lebih mudah agar pasangan bisa
kembali, maka tentu saja dengan cara pandang mubddalah ini dapat
diterapkan dalam menjalani shibhu al-’iddah. Setidaknya, walaupun tidak
menggunakan hukum fikih, maka bisa dengan etika fikih. Artinya, laki-laki
secara moral juga dianjurkan memiliki jeda (shibhu al-’iddah) serta tak
melakukan pendekatan kepada wanita manapun yang berpotensi dapat
dinikahi, begitupun perempuan lain dilarang mendekatinya. Dalam hal ini
maka adanya korelasi kesalingan dalam konteks ini, yaitu mubadalah. Maka,
apabila mereka ingin kembali, prosesnya akan lebih mudah terutama dalam
hal psikis. %’

Kesiapan psikologi perempuan yang dicerai akan mudah terbuka
untuk suami yang tidak melakukan pendekatan dengan prempuan lain,
dibanding jika sempat ada pendekatan dengan perempuan lain. Jika
perempuan yang dicerai dan dalam kondisi ‘iddah dilarang bersolek yang
berpotensi menarik perhatian laki-laki lain, maka laki-laki yang mencerai pun
dilarang secara moral melakukan hal-hal yang berpotensi membuat pesona
perempuan lain. Pesona dalam arti melakukan pendekatan secara aktif. Agar
mempermudah kesiapan psikis dari masing-masing pihak apabila kembali

pada ikatan pernikahan semula.

107 Faqihuddin Abdul Kodir, Qiro’ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam
Islam (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 427.
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Sama halnya, dengan jeda waktu akibat perpisahan karena salah satu
pasangan meninggal dunia, yang biasa disebut ’iddah dan masa berkabung
(ihdad). Dalam fikih, seperti yang ditetapkan al-Qur’an Q.S Al- Baqarah (2)
ayat 234, disebutkan bahwa perempuan yang wafat ditinggal wafat suaminya
harus menunggu dan berkabung selama 4 bulan 10 hari. Jika istri itu hamil
sebelum waktu tersebut, maka ditunggu sampi selesai kehamilannya, hal ini
sesuai dengan Q.S at-Thalaq (65) ayat 4. Disamping soal memastikan
kandungan, jeda disini memiliki maksud bentuk penghormatan terakhir istri
kepada suami serta sebagai bentuk cinta kepada suami dan keluarganya.

Fungsi waktu tunggu ini seperti diatas, dari syariat izdad dalam Islam,
yaitu memiliki fungsi berkabung dan menjaga perasaan keluarga, laki-laki
yang ditinggal mati istrinya, juga sebaiknya memberlakukan waktu tunggu
itu (shibhu al-"iddah) paling tidak atas dasar adanya moral keagamaan atau
moral kemanusiaan, untuk tidak melakukan pendekatan terhadap perempuan
lain, atau juga tidak menikah setidaknya selama 4 bulan 10 hari dari kematian
istrinya. Hal ini, dilakukan atas dasar adanya etika atau moral keagamaan, hal
ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap seseorang yang telah berjasa
kepada hidupnya. Demikianlah etika mubadalah dalam persoalan ihdad.

Sementara, isu larangan keluar rumah bagi perempuan pada masa
‘iddah dan ihdad dalm fikih, sebenarnya kurang tepat. Lebih tepatnya yaitu,
perempuan dilarang dikeluarkan dari rumah, bukan dilarang keluar rumah.
Sebab, al-Qur’an sendiri membahasakannya kepada laki-laki, keluarganya,

atau masyarakat agar tidak mengeluarkan perempuan dari rumah pernikahan
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mereka. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam konteks
masyarakat Arab saat itu. Dimana perempuan yang dicerai atau ditinggal mati
suaminya langsung dikeluarkan dari rumah keluarga, dimana ada anggapan
bahwa rumah itu sejatinya milik suami. Lalu, ia kembali kepada keluarga
perempuan, atau hidup terlunta- lunta jika sudah tidak ada keluarga lagi dari
pihak perempuan yang menampunya. Dalam konteks inilah, al- Qur’an
menganjurkan melarang keluarga dan masyarakat mengeluarkan perempuan

pada masa 'iddah dan ihdad dari rumah keluarga.
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Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)
iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah
kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah
mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke Iluar kecuali mereka
mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan
barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia
telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui
barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (QS.
ath- Thalaq (65):1)

Anjuran “jangan mengeluarkan perempuan dari rumah” atau
“mereka jangan keluar rumah” adalah sebagai bentuk kepentingan relasi
antara suami dan istri. Maksudnya, sasarannya adalah kedua belah pihak, agar
tidak boleh saling mengeluarkan, karena merasa sudah bercerai. Disamping
tujuan penguatan, biasanya perempuan yang dicerai atau ditinggal mati
suaminya tidak memiliki rumah atau tempat tinggal. Jadi, dalam konteks ini,

perempuan dilarang dikeluarkan dari rumah bersama, baik oleh suami
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maupun oleh keluarga suami. Ia masih berhak tinggal dirumah tersebut
sampai masa ‘iddah selesai.

Hal seperti ini bisa juga dipahami melalui keadilan resiprokal dari
mafhum mubadalah *% Implikasi teori mubadalah pun dimaknai sebagai cara
pandang yang moderat. Fokus utama mubadalah diformulasikan melalui
paradigma prinsip universal dari teks Al-Qur’an atau hadis yang merupakan
asas dari teks parsial yang hendak ditafsirkan, yang kedua, mengidentifikasi
gagasan pokok teks yang akan ditafsirkan dan yang terakhir menerapkan hasil
dari langkah kedua kepada jenis kelamin yang tidak tersebut.%

Fokus dalam mubddalah tertuju pada ayat relasi laki-laki dan
perempuan ke dalam kelompok mabadi (prinsip primer) dan gawa 'id (prinsip
sekunder) untuk melakukan interpetasi kontekstual. Selanjutnya dari
langkah-langkah tersebut, tampak pendekatan ushul al-Figh dan kontekstual
yang khas. Relasi dalam prinsip mubddalah seperti relasai orang tua dan anak,
suami dan istri, antar anggota keluarga, antar anggota perkumpulan, atau antar
warga negara.

Akan tetapi ayat yang berkaitan dengan relasi perempuan dan laki-
laki tidak semuanya bisa dimaknai kesalingan seperti yang dimaksudkan oleh
konsep mubadalah. Mubadalah dalam prinsip kerjasama digunakan dengan

cara interprestasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-

108 Faqgihuddin Abdul Kodir, “Mathum Mubddalah: Tkhtiar Memahami Qur’an dan Hadits untuk
Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-Isu Gender”, Jurnal Islam Indonesia, Vol. 6 No.
2 (2016), 7.

109 Faqihuddin Abdul Kodir, Manba’al-Sa’adah fi Ushiil Husn al-Mu’asharat wa Ahammiyyah al
Ta’awun wa al-Musharakat fi al-Hayat al-Zawjiyyah, (Cirebon: ISIF, 2013), 30.
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laki dan perempuan sebagai subjek yang sama.''® Hal ini menunjukkan jika
konsep kesalingan dalam Islam sangat diindahkan dengan baik.

Namun ada beberapa keterbatasan yang tidak bisa disentuh oleh
konsep mubdadalah. Aspek ini menyangkut hal-hal yang bersifat kondrati
seperti halnya haid, hamil, melahirkan dan menyusui yang tentunya tidak bisa
dipandang sebagai kesalingan antar perempuan dan laki-laki. Seperti pada
ayat 233 surah Al-Bagarah yang menjelaskan terkait menyusui yang hanya
bisa dilakukan oleh seorang perempuan kepada anaknya.

Mubddalah sendiri memiliki metode-metode pemaknaan yang
berjumlah tiga premis dasar, di antaranya sebagai berikut ;!

1. Islam hadir untuk laki-laki dan wanita, maka teks yang digunakan juga
harus berlaku untuk keduanya.

2. Kerjasama merupakan suatu prinsip relasi antara kedua belah pihak.
Oleh karena itu kedua belah pihak dilarang saling berkuasa, relasi
kemitraan antara laki-laki dan perempuan menjadi sebuah prinsip
utama, sehingga tidak ada kecondongan terhadap salah satu pihak
saja.

3. Pemaknaan ulang teks-teks Islam itu sangat terbuka. Tujuan dari
metode mubdadalah ialah menjadikan satu teks-teks Islam ke dalam

kerangka besar Islam yang Rahmatan Lil ‘Alamin. Memberi manfaat

110 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah, 59.
111 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah, 62.
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bagi semua orang, dan adil bagi semua orang, laki-laki dan

perempuan.

Lebih lanjut cara kerja intrepetasi mubdadalah menurut K.H
Faqihuddin Abdul Kodir yaitu: Pertama, adalah menemukan dan menegaskan
prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal. pada
langkah pertama, yaitu menemukan gagasan- gagasan prinsip dalam teks
yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan dan keadilan relasi laki-laki
dan perempuan. Hanya diperlukan penegasan- penegasan mengenai subyek
laki-laki dan perempuan.

Kedua, adalah menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-
teks yang akan diinterpretasikan. Dalam hal ini, teks-teks rasional yang sudah
menyebutkan peran laki-laki dan perempuan, kebanyakan merupakan sesuatu
yang bersifat implementatif, praktis, parsial dan hadir sebagai sebuah contoh
pada ruang waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Sederhananya, bisa
dilakukan dengan menghilangkan subyek dan obyek yang ada dalam teks.
Lalu, prediket dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita
mubadalah-kan yang menyasar dua jenis kelamin.

Kemudian ketiga, adalah menurunkan gagasan yang ditemukan dari
teks kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Ini artinya, teks
tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin saja, tetapi juga mencakup
jenis kelamin lain. Sehingga cara pandang mubadalah ini menegaskan bahwa
nas yang dikhitobkan untuk laki-laki adalah juga bisa berlaku untuk

perempuan, dan nas untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki. Selama kita
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telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa
mengaitkan dan berlaku untuk keduanya.*?

Sederhananya internalisasi teori mubddalah sengaja dihadirkan untuk
melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi masyarakat yang selama
ini masih sedikit mempresentasikan kesadaran bahwa perempuan adalah
subjek yang sama dengan laki-laki.'® Sebagai contoh mencoba
menginternalisasikan nilai-nilai timbal balik dalam pernikahan dan keluarga
yang seimbang hubungan antar anggota keluarga.

Pemahaman cara baca ini memungkinkan lahirnya narasi Islam yang
menempatkan laki-laki dan perempuan setara sebagai manusia. Metode
interpretasi mubddalah diharapkan bukan hanya diterapkan terhadap teks Al-
Qur’an dan hadis, namun juga teks-teks regulasi hukum positif berbasis
hukum Islam yang masih memiliki aroma budaya patriarki, sehingga laki-laki
dan perempuan sama-sama berhak memperoleh kemaslahatan dan terhindar
dari kemafsadatan. Namun hal ini tetap tidak bisa diselaraskan dalam segala
aspek kesalingan, mashlahah yang diwujudkan harus berdasarkan prinsip-
prinsip dan nilai dalam shari’at Islam.

Jadi, seakan kurang tepat jika diungkapan dengan bahasa “perempuan
dilarang keluar rumah ketika ’iddah”. 1tu tanpa makna yang relevan sama
sekali terkait dengan relasi pasutri. Sebab, keluar rumah adalah hak, terutama

jika ada kebutuhan mendesak, seperti pada kasus bibinya Jabir Ra. yang

112 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah, 201-202.
113 Taufan Anggoro, “Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam (The Concept Of Gender Equality In
Islam)”, Jurnal AFKARUNA Vol. 15 No. 1 (Juni 2019), h. 129
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dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk keluar rumah dan berbuat

kebaikan sekalipun pada masa ’iddah.
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Artinya: Jabir bin Abdullah Ra. berkata, "Bibiku dicerai dan keluar rumah
hendak memetik kurma, lalu dilarang oleh seseorang untuk keluar rumah.
la pun akhirnya mendatangi Nabi Muhammad Saw. dan mengadu. Lalu
dijawab oleh Nabi Muhammad Saw., 'Ya, boleh (keluar), petiklah kurma itu
karena kamu bisa bersedekah atau berbuat kebaikan (dengan kurma itu)."”
(Shahih Muslim, no. 3794).

Adapun yang dilarang, dalam pandangan mubddalah ialah membuka
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kemungkinan laki-laki lain yang bisa mengganggu proses rekonsiliasi, dan
keluar rumah seringkali menjadi media untuk itu, inilah yang menjadi
persoalan. Dan persoalan ini bersifat mubdadalah. Laki-laki juga sebaliknya,
tidak membuka kemungkinan melakukan pendekatan dengan perempuan lain
yang berpotensi dapat dinikahinya, selama masa ’iddah, agar lebih mudah
juga jika hendak rekonsiliasi dengan sang istri.'!*

Konsep mubadalah sendiri yang digagas oleh K.H Faqihuddin Abdul
sangat mengapresiasi makna kodrat bagi seorang perempuan. Lebih lanjut,
menurut beliau kodrat seorang perempuan juga dapat dibahas secara dinamis
(tidak bersifat paten), dengan merefleksikan perbedaan- perbedaan yang ada
sesuai dengan kebutuhan perempuan.

Konsep mubddalah sendiri secara tidak langsung berkaitan dengan

kesetaran gender. Menurut Nasaruddin Umar yang mengutip dari Webster’s

114 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah, 430.
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New Word Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak
antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai tingkah laku.!®
Women'’s Studies Encyclopedia memberikan penjelasan terkait gender yaitu
konsep cultural berupaya membuat perbedaan (distinction) yang berkenaan
dengan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-
laki dan perempuan dalam masyarakat.*

Bersamaan dengan hal ini pemaknaan gender di dalam buku yang
ditulis Mustabsyirah adalah suatu konsep yang mengacu pada sistem peran
dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan kepada
sosial budaya, lingkungan, agama, dan sebagainya bukan berdasarkan pada
perbedaan biologis mereka.''” Hematnya pengertian gender di atas
menunjukkan jika perbedaan peran yang terjadi dalam masyarakat itu secara
tidak langsung terjadi akibat disosialisasikan, diperkuat, dibentuk, bahkan
dikonstruksi secara sosial dan cultural. Sebagai contoh pelabelan perempuan
itu lemah lembut, laki-laki kuat perkasa, hal ini merupakan nilai yang
dibangun di dalam mayarakat dan sudah dimaklumi oleh masyarakat secara
umum, 18

Terlepas dari itu konsep mubddalah yang digagas oleh Faqihuddin

Abdul Kodir mencoba memberikan ruang terbaik bagi perempuan. Shibhu al-

‘iddah merupakan bentuk pemeliharaan nilai-nilai kemashlahatan antar

115 Nasaruddin Ummar, Argumen Kesetaraan Gender, (Jakarta: Paramadina, 1999), 33.

116 Helen Tierney (ed), Women'’s Studies Encyclopedia, (New York: Green Wood Press), 153.
117 Mustabsyirah dkk, Tafsir, (Aceh: Bandar Publishing, 2009), 259-260
118 Mufidah CH, Paradigma Gender, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 3
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perempuan dan laki-laki dianjurkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Lebih
dari itu shibhu al-’iddah juga dianggap sebagai pengejawantahan nilai
kesalingan, di mana bukan hanya saja perempuan yang memiliki masa tunggu
melainkan laki-laki juga memiliki masa tunggu, meski batas waktu yang
ditentukan antar perempuan dan laki-laki berbeda karena tidak bisa
disamakan. Mengingat kecendrungan laki-laki dan perempuan sangat jauh
berbeda.?

Adanya shibhu al-"iddah ini bertujuan agar tidak ada kesenjangan
antar perempuan dan laki-laki, di mana tak jarang laki-laki dengan mudahnya
melakukan perkawinan baru tanpa ada waktu jeda setelah melakukan
perceraian dengan istrinya, dalam contoh talak raj’i seorang laki-laki
menikah dengan perempuan lain tanpa sepengatahuan istri dan keluarganya
pada saat masa "iddah sang istri masih berlangsung dan kembali rujuk kepada
sang istri ketika masa ‘iddah sang istri telah usai. Maka kejadian seperti ini
bisa dinamakan dengan istilah poligami liar seperti yang sudah dijelaskan
dalam pembahasan sebelumnya.*?

Lebih lanjut hal tersebut tentu dapat merugikan pihak perempuan,
keadilan yang memang diindahkan belum tentu dirasakan perempuan.

Keadilan di dalam Islam merupakan salah satu konsep sentral yang harus

terwujud, sebab di samping konsep tauhid, prinsip keadilan dianggap sebagai

119 Lia Fauziyyah Ahmad, “KONSEP SYIBHUL ‘IDDAH LAKI-LAKI PERSPEKTIF
MUBADALAH DAN MASHLAHAH MURSALAH”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2023), 104.

120 pitriyadi, (Hakim di Pengadilan Agama Marabahan sejak Agustus 2018), Pemberlakuan Syibhul
‘lddah bagi Laki-Laki yang Bercerai di Pengadilan Agama, (Kalimantan Selatan, 2021)
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ruang penting dalam keberlangsungan hukum Islam. Prinsip keadilan dalam
etika fikih juga mengutamakan keseimbangan dalam memandang hak
kewajiban antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan hal tersebut jika dianalisa lebih mendalam konsep
keadilan merupakan tiang dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Lebih lanjut keadilan menurut ahli ushul fikih sebagai tujuan
shari’ah. Pendapat Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Muhlis Utsman
menyatakan bahwa Islam dibangun atas asas yang menghilangkan kesukaran
dan kesulitan, memelihara kemaslahatan manusia secara keseluruhan dan
paling utama untuk mewujudkan keadilan antar manusia tanpa adanya
perbedaan atau diskriminasi.'?

Sebagai contoh shibhu al-’iddah bukan hanya saja bentuk toleransi
lebih dari itu jika dikaji melalui perspektif mubddalah konsep seperti ini tentu
membantu untuk meminimalisirkan kemungkinan adanya kesenjangan antar
laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan jika konsep mubadalah
dianggap sebagai metode tafsir yang memiliki arti kesalingan (mufa’alah)
dan kerja sama antar dua belah pihak (musyarakah) untuk makna tersebut
yang memiliki arti saling satu sama lain.

Fagihuddin Abdul Kodir menjelaskan konsep mubdadalah dalam
bukunya yang berjudul Qira’ah Mubadalah dengan mengembangkan istilah
mubddalah sebagai perspektif dalam memahami relasi antara dua pihak,

dalam hal ini ialah relasi antara laki-laki dengan perempuan baik di ruang

121 Muhlis Ustman, Filsafat Hukum Islam, (Malang, Lbb Yans Press, 1992), 40
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domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan, kerja sama,
kesalingan, timbal balik, dan resiprokal. Istilah mubadalah juga dapat
digunakan sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks sumber hukum
Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang
setara.!??

Akan tetapi konsep mubddalah perlu digaris bawahi terkait beberapa
hal yang secara mutlak antara laki-laki dan perempuan tidak dapat diukur dan
dilihat melalui perspektif kesalingan dalam konteks-konteks tertentu yang
dibenarkan oleh shar’i, oleh karenanya sebagai sebuah konsep, mubadalah
ini perlu direfleksi kembali dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dalam
shari’at Islam.

Lahirnya mubddalah sebagai sebuah metode interpretasi teks
keagamaan didasari atas semangat tauhid anti patriarki yang dibawa oleh
Rasulullah SAW untuk memanusiakan manusia, tanpa membedakan antara
laki-laki ataupun perempuan. Mengakarnya budaya patriarki bangsa Arab
pra-Islam menjadi kendala serius dalam menempatkan perempuan dan laki-
laki menjadi setara sebagai hamba Allah SWT. Konsep mubadalah hadir
untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi keislaman yang
selama ini masih sedikit mempresentasikan kesadaran bahwa perempuan

adalah subjek yang sama dengan laki-laki.

122 Fagihuddin dalam Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga
(Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah Mubadalah),” Marwah:
Jurnal Perempuan, Agama dan Gender 18, no. 2 (2019), 113
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Terlepas dari itu semua shibhu al-’iddah yang dipandang melalui
perspektif mubddalah sebetulnya untuk menegaskan bagaimana nilai-nilai
perkawinan itu sangatlah sakral, mengingat tak jarang kasus mengenai
seorang laki-laki yang melangsungkan perkawinan dalam masa ’iddah sang
mantan istri dalam konteks talak raj i.

Hal ini berarti jika sehari setelah menerima akta perceraian dari
Pengadilan Agama padahal dia diputuskan talak raj’i yang tentunya masih
memiliki hak untuk rujuk kembali dengan istrinya bisa saja dia langsung
menikah lagi dengan perempuan lain yang ia sukai. Secara zahir pihak laki-
laki tidak melanggar suatu laranagan shar i atau ketentuan hukum yang ada.
Karena larangan shar’i tentang shibhu al-’iddah sebagaimana yang telah di
bahas sebelumnya, hanya terdapat pada dua kondisi:

1) Jika dia ingin menikahi saudari se-mahram perempuan dari istrinya
yang diceraikan, seperti bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan
saudara laki-lakinya dan keponakan saudara perempuannya, tidak
diperbolehkan menikahi salah satu dari mereka sampai berakhirnya
masa ’iddah istri yang telah diceraikan,

2) Kemudian juga jika dia menikah dengan empat orang dan
menceraikan salah satu dari mereka, tidak diperbolehkan baginya
untuk menikah yang kelima, kecuali ’iddah istri keempat yang
bercerai telah selesai.

Kendati demikian, setelah diteliti kembali dengan seksama hal

tersebut dapat berakibat pada poligami secara liar atau penyeludupan hukum
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apabila laki-laki tersebut rujuk setelah selesai masa ‘iddahnya istri dan
menikah lagi tanpa sepengetahuan keluarga dan istri pertamanya saat masih
dalam waktu ’iddah istri pertamanya. Meskipun dua-duanya mendapatkan
legalitas berupa akta nikah masing-masing sebagai bukti perkawinan yang
sah.123

Terlebih lagi hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 56 Kompilasi Hukum
Islam yang pada pokoknya menyatakan negara kita menganut asas monogami
dalam sebuah perkawinan. Kemudian laki-laki yang ingin berpoligami harus
mendapatkan izin dari Pengadilan dan harus melalui beberapa prosedur
tertentu sebagai syarat yang harus dilakukan sebelum melangsungkan
poligami.'?® Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi perempuan atau
seorang istri yang sedang malangsungkan masa ’iddah.

Para fugqaha pun bersepakat bahwa istri yang masih dalam masa
‘iddah talak raj’i haram dipinang baik melalui pinangan secara jelas atau
bahkan hanya melalui sindirian, karena ikatan perkawinannya dengan suami
terdahulu belum putus selama masih dalam waktu ’‘iddahnya.’®® Sehingga
secara hukum masih berstatus sebagai istrinya. Lebih jelasnya dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa asas dalam

123 Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 sampai KHI, (Jakarta : Kencana, 2004),
259

124 1 ihat Pasal 3 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan poin 1 dan 2 dan KHI Pasal
56 Poin 1,2 dan 3

125 Muhammad Abu Zahrah, 41 Ahwdl Al Syakhshiyyah, cet II, (Beirut. Dar Al-Fikri Al Araby,
1957), 31



89

perkawinan laki-laki hanya boleh memiliki satu orang istri dan seorang
perempuan hanya boleh memiliki satu orang suami yang disebut dengan asas
monogami.*?®

Kendati demikian, pada prinsipnya laki-laki boleh melakukan
poligami asalkan dapat memenuhi syarat-syarat tertentu dan juga harus dapat
berlaku adil, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surah An- Nisa’

ayat 3.

NJH égjj &,ﬁj Ll o 5 b G BASGE k) 3 il N 3is i3
Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah
perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika
kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang
saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu
lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim ™.

Adapun tujuan shibhu al-’iddah yang ditujukan kepada laki- laki

dimaksudkan untuk memelihara kemanfaatan bagi perempuan, sebagaimana
teori tujuan hukum pada umumnya menurut Gustav Radbruch memakai asas
prioritas. Asas prioritas tersebut dijadikan sebagai tiga nilai dasar tujuan
hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bahwa dalam
talak ba’in sughra tersebut cukup memberikan rasa keadilan bagi perempuan.

Hal ini dikarenakan kebanyakan kasus perceraian yang terjadi saat ini
adalah cerai gugat. Kemudian, masa ’iddah tersebut dapat dijadikan sebagai
waktu untuk menunda seorang laki-laki untuk menikah lagi, karena selama

masa ‘iddah tersebut laki-laki tidak boleh untuk menikah dengan perempuan

126 Asas Monogami sebagaimana dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 3019
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lain. Dengan adanya shibhu al-’iddah bisa saja dapat memberikan banyak
manfaat bagi laki-laki itu sendiri.!?’

Manfaat itupun bisa dilihat dari segi ekonomi. Karena dengan adanya
shibhu al-’iddah ini akan menghalangi bagi seorang laki-laki untuk mudah
melakukan pernikahan. Dari sisi psikologis juga berpengaruh kepada laki-laki
sehingga membuat laki-laki akan berpikir ulang jika hendak melakukan suatu
perbuatan yang dapat menyebabkan perceraian, karena pasca perceraian dia

dianjurkan untuk menjalani masa tunggu istri selesai.

Bersamaan dengan hal ini dalam konsep magasid al-shari’ah urgensi
shibhu al-"iddah merupakan kewajiban yang harus tetap terjaga
eksistensinya, berdasarkan kemaslahatan yang ada dibalik penetapannya.
Karena shibhu al-"iddah bisa dikatakan penggalian suatu hikmah dari sebuah
ketentuan dan keberlakuannya bukan hanya saja semata-mata bersifat
ta’abbudi melainkan juga dilihat secara etika sosial dan budaya dalam
kehidupan masyarakat.

Hal ini dapat dijelaskan juga dalam kasus ’iddah talak raj’i
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam ’iddah talak raj’i,
seperti bagaimana perasaan seorang perempuan yang baru saja dicerai oleh
suaminya, lalu dia harus menjalani ’iddah dengan segala aturannya yang

mungkin memberatkan baginya, sementara pada waktu yang sama, mantan

127 Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, Manifesto Figih Baru 3, (Jakarta: Erlangga, 2008), 62
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suami yang baru saja menceraikannya melangsungkan pernikahan dengan
perempuan lain.'?®

Urgensi shibhu al-"iddah bukan berarti melanggar hukum Islam baru.
Justru shibhu al-"iddah ini bertujuan untuk menuju semangat pemberlakuan
hukum Islam yang mempertimbangkan aspek mashlahah. Sebagaimana
tujuan mukallaf dalam menerima hukum Islam, salah satunya harus
mendatangkan manfaat dan menolak mudharat, baik untuk diri sendiri
maupun untuk orang lain.

Eksistensi maqasid al-shari’ah pada setiap ketentuan hukum shari’ah
di bidang al-ahwal al-syakhshiyyah termasuk masalah shibhu al-"iddah ini
maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya jika ia
berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudaratan yang
harus dihindari. Karena sebagai tujuan dasar penetapan suatu shari’at adalah
untuk kemaslahatan manusia baik di kehidupan dunia maupun akhirat.

Hal ini menunjukkan jika seluruh maslahat mengandung keadilan,
rahmat, kemaslahatan, dan hikmah bagi kaum perempuan. Maka tujuan ini
dapat memberikan keadilan, manfaat dan kepastian hukum bagi dirinya.
Dengan adanya shibhu al-’iddah tersebut diharapkan dapat menutup
kemudhratan bagi kaum perempuan dalam shari’at Islam. Semangat yang

harus diemban dalam penegakan hukum dan pelaksanaanya tidak melalui

128 pitriyadi, (Hakim Pengadilan Agama di Marabahan sejak Agustus 2018), Pemberlakuan Syibhul
‘lddah bagi Laki-Laki yang Bercerai di Pengadilan Agama, (Kalimantan Selatan, 2021)
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cara-cara yang merendahkan kaum perempuan.!?® Begitu juga dalam konteks
shibhu al-’iddah bagi laki-laki yang ditinjau dari sisi mashlahat harus
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing antar keduanya, adapun
konteks kemashlahatan yang dimaksud mencoba menghadirkan solusi tanpa
harus merusak nilai-nilai shari’at Islam.*°

Lebih lanjut dalam rentang waktu tertentu seorang perempuan tidak
dibenarkan untuk menikah lagi sampai waktu tertentu tersebut berakhir.*3!
Setelah masa tunggu tersebut habis, maka seorang perempuan berhak untuk
memilih dan menentukan nasibnya sendiri, sehingga sejarah suram kehidupan
kaum perempuan perlahan mulai berubah dalam masyarakat Islam periode
Rasullullah SAW.

Konsep mubadalah dalam memaknai ’iddah bukan hanya diterapkan
terhadap teks Al-Qur’an dan Hadis, namun juga teks-teks regulasi hukum
positif berbasis hukum Islam yang masih memiliki aroma budaya patriarki.
Sehinga laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh
kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan.

Adapun prinsip universal dikenal juga dengan istilah “A4/ Kulliyyat al
Khams” (Lima prinsip Universal). Yaitu hifzh al din (perlindungan terhadap
keyakinan), hifzh al nafs (perlindungan atas hak hidup), hifzh al ‘aql!

(perlindungan atas hak berpikir dan berekspresi), hifzh al nasl/al ‘irdh

129 Abd Mogsith Ghazali, Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda
(Jakarta: RAHIMA-LKiS, 2002), 138.

130 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia (Yogyakarta : LKIS, 2005), 238.

131 Muhammad bin Idris al-Shafi’i dalam Edi Susilo, “’/ddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir,” Al-
Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law 6, no. 2 (Desember 2016), 276
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(perlindungan atas hak-hak reproduksi dan kehormatandiri) dan hifzh al mal
(perlindungan atas hak milik).13?

Konsep kesalingan dalam mubddalah ini juga dianggap mampu
menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga (Mashalihul
Usyrah) dan bagi masyarakat yang lebih luas (al-Mashalihul ‘Ammah) dalam
kehidupan.*® Namun keterbatasan dalam konsep mubddalah yang tentu tidak
semua aspek bisa dilihat secara mubddalah.*** Menurut penulis konsep
mubadalah in1 hanya bisa melihat relasi kesalingan antar laki-laki dan
perempuan secara etika moril dan sosial. Adapun dalam konteks biologis atau
konteks tertentu, konsep kesalingan ini disesuaikan dengan porsi laki-laki dan
perempuan tentu tidak bisa dipandang secara mubdadalah.

Terlepas dari itu semua, berdasarkan penjelasan yang ada di atas dapat
disimpulkan bahwa konsep mubddalah mencoba memberikan ruang yang
sama sebagai bentuk pencapaian keseimbangan bagi perempuan dan laki-laki
atas dasar magqashid syari’ah dan kemaslahatan. Strategi mubadalah sendiri
memiliki cara tersendiri dalam memperhatikan budaya masyarakat setempat
serta perkembangan teknologi.

Hematnya pembahasan mengenai shibhu al-’iddah yang dikaji
melalui perspektif mubadalah bukan semata-mata untuk menekankan
persamaan antar keduanya, namun memang ada beberapa hal yang tidak bisa

dilihat secara mubadalah sebagai contoh terkait masa waktu tunggu atau masa

132 Muhamad Abu Zahrah, Ushul al-Figh, (Kairo : Dar al-‘Arabi, tt. ), 39
133 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah, 193
134 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah, 196
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berkabung antara perempuan dan laki-laki. Mengingat memang tidak bisa
dipungkiri kebutuhan laki-laki dan perempuan sangat jauh bebeda.
Bersamaan dengan hal ini Yulianti Muthmainnah, S.H.I, M.Sos ketua
Komunitas ‘Aishiyyah bahwa ketahanan dalam keluarga harus bisa seimbang
antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ditemui lagi posisi perempuan
sebagai objek.®

Lebih lanjut untuk mengubah perempuan dari posisi objek (du’afa)
sebagai subyek guna mengubah kualitas hidup mereka dan menjadikan
perempuan sebagai subyek. Oleh kerena itu teori mubadalah lahir untuk
menegaskan konsep kesalingan dan bentuk toleransi atau tenggang rasa yang
harus saling dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dengan menyesuaikan
kebutuhan sesuai dengan porsinya, tanpa membuat salah satu pihak merasa
dirugikan.%6

Bersamaan dengan hal ini, melalui kajian webinar yang berkenan
dengan kesalingan perempuan dan laki-laki yang merupakan mitra relasi
antar individu juga menjelaskan jika relasi keduanya tidak dibedakan, artinya
perempuan merupakan mitra bagi laki-laki begitupun sebaliknya.'3” Sejalan
dengan hal ini dalam sebuah hadis pemaknaan di dalamnya menjelaskan jika

perempuan dan laki-laki sejajar, adapun hadits tersebut berbunyi :

135 Lia Fauziyyah Ahmad, “KONSEP SYIBHUL °‘IDDAH LAKI-LAKI PERSPEKTIF
MUBADALA